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BAB1IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penclitian

Kabupaten Nunukan merupakan bagian dari wilayah Propinsi
Kalimantan Utara yang secara administrasi terdiri dari 16 kecamatan yakni 2
kecamatan di Pulau Nunukan (Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan), 5
kecamatan di Pulau Sebatik (Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik
Timur, Sebatik Utara dan Sebatik Tengah) dan 9 kecamatan di daratan Pulau
Kalimantan (Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung
Atulay, Lumbis, Lumbis Ogong, Krayan dan Krayan Selatan).

Pulau Nunukan sendiri merupakan ibu kota kabupaten dengan
Kecamatan Nunukan sebagai pusat kota kabupaten dan Kecamatan Nunukan
Selatan sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Sebagai ibu kota kabupaten
dan pusat pemerintahan, di kedua kecamatan ini sudah tersedia fasilitas publik
seperti kantor-kantor pemerintahan dan lembaga-lembaga pelayanan publik
baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun instansi vertikal
sebagai perpanjangan pemerintah pusat. Infrastruktur di wilayah ini juga
cukup memadai mulai dari sarana dan prasaran transportasi seperti jalan raya,
bandara, pelabuhan kapal besar dan pelabuhan kapal kecil yang
menghubungkan baik dengan ibu kota kabupaten dengan kota-kota kecamatan
di wilayah Kabupaten Nunukan maupun dengan kota-kota di luar kabupaten.
Bahkan aksesnya hingga ke luar negeri.

Jarak orbitasi dari 14 kccamatan yang ada di luar Pulau Nunukan kc
ibu kota kabupaten dari yang terdekat yakni Kecamatan Sebatik Barat dan

terjauh yakni Kecamatan Lumbis Ogong antara 30 menit sampai dengan 4,5
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jam dcngan mcnggunakan alat transportasi laut, darat dan udara. Scdangkan
jarak orbitasi dari ibu kota kabupaten ke ibu kota ibu kota propinsi dapat
ditempuh dengan menggunakan speedboat selama + 3,5 jam atau dengan
pesawat jenis foker atau air bus selama 40 menit. Berdasarkan letak geografis
Kabupaten Nunukan memiliki batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan
dengan Sabah-Malaysia, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi,
sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana

Tidung, dan sebelah Barat berbatasan dengan Serawak-Malaysia.

Gambar 4.1: Peta Wilayah Kabupaten Nunukan 2015

Kabupatcn Nunukan mcmiliki luas wilayah + 14.247,50 km® yang
penggunaan lahannya meliputi + 398.867 ha merupakan wilayah Hak
Penguasaan Hutan (HPH) perkebunan. Lahan untuk hutan lindung (HL), hutan
produksi (HP), hutan produksi yang dikonversi (HPK), dan kawasan budidaya
non kehutanan berjumlah 1.420.889 ha. Sisanya adalah area yang

dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum seperti perkantoran,
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pclabuhan, bandara, lokasi industri, pasar, pcmakaman, taman kota, stadion
olah raga, dan jalan raya.

Kabupaten Nunukan pada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk
sebanyak 162.711 jiwa atau + 40.677 KK yang terdiri dari 86.888 jiwa
penduduk laki-laki dan 75.823 jiwa penduduk perempuan dengan komposisi
sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 4.1berikut:

Tabel 4.1

Komposisi Penduduk Kabupaten Nunukan Berdasarkan
Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2013

Usia Jenis Kelamin o
No. (Tahun) | Laki-laki | Perempuan Jumlah 7

1 0-5 11.638 10.156 21.794 134
2 6-11 11.400 9.949 21.349 13.1
3 12-17 10.480 9.145 19.625 12.1
4 1823 8.745 7.632 16.377 10.1
5 24 -29 9.030 7.881 16911 10.4
6 30-35 9.308 8.122 17.430 10.7
7 36~ 41 8.324 7.264 15.588 9.58
8 42 - 47 6.384 5.571 11.955 7.35
9 48 — 53 4468 3.899 8.367 5.14
10 54 --59 2915 2.544 5.459 3.36
11 60 < 4.195 3.661 7.856 4.83

Jumlah 86.888 75.823 162.711 100

Sumber Data: BPS Nunukan, Nunukan Dalam Angka 2014,

Tabel 4.1 menggambarkan jumlah penduduk kelompok umur 0 - 5
tahun merupakan kelompok paling banyak yakni 21.794 jiwa atau + 13.4 %.
Disusul jumlah penduduk kelompok umur 6 — 11 tahun sebanyak 21.349 jiwa
atau 13.1% dan kelompok umur 12 — 17 tahun sebanyak 19.625 jiwa atau
sebesar 12.1%. Jumlah penduduk usia 30 — 35 tahun sebanyak 17.430 atau
sckitar 10.7% dan pcnduduk usia antara 24 — 29 tahun 18 — 23 masing-masing
adalah 16.911 dan 16.377 atau 10.4% dan 10.1%. Sedangkan penduduk

kelompok umur 36 — 41 dan 42 - 47, masing-masing adalah 15.588 dan
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11.955 jiwa. Sclanjutnya pcnduduk kclompok umur 48 — 53 dan 54 — 59
masing-masing sebanyak 8.367 dan 5.459 atau 5.14% dan 3.36%. Sisanya
adalah kelompok umur 60 tahun keatas (lanjut usia) yaitu 7.856 jiwa atau
4.83%.

Kondisi penduduk berdasarkan usia diatas menunjukkan bahwa
mayoritas penduduk Kabupaten Nunukan merupakan penduduk usia produktif
yang ditunjukkan oleh kelompok umur yang termasuk dalam usia angkatan
kerja 18 — 59 tahun berjumlah 92.807 jiwa atau + 56.60 % dari jumlah
penduduk. Dari jumlah tersebut penduduk usia 13-15 tahun 9.314 jiwa atau +
5.7%.

Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi penduduk
Kabupaten Nunukan usia 12 tahun keatas pada tahun 2013 sebagaimana
ditunjukkan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Komposisi Penduduk Kabupaten Nunukan
Bcerdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013

Ne|  Tingkat Pendidikan Jel':'s Ke'a’l';'“ Jumlah | %
1. | Tamat SD 6.933 | 6.399 13.332 ] 11.15
2. | Tamat SMP/SLTP 21.662 | 19.996 41.658 | 34.84
3. | Tamat SMA/SLTA 25.274 | 23.330 48.604 | 40.65
5. | Tamat Akademi (D1-D3) 5.708 { 5.268 10976 | 9.18
6. | Tamat Sarjana (S1-S3) 2.599 | 2.399 4998 | 4.18

Jumlah 62.176 | 57.392 119.568 | 100

Sumber Data: BPS Nunukan, Nunukan Dalam Angka 2014.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Nunukan
sebagian besar adalah lulusan SLTA yakni sebanyak 48.604 orang atau sekitar
40,65%. Jumlah penduduk yang lulus SLTP sebanyak 41.658 orang atau

sebesar 34,84%. Penduduk yang lulus perguruan tinggi adalah 15.974 orang
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yang terdiri dari tamatan diploma (D1-D3) 10.976 orang dan sarjana (S1-S3)
4.998 orang. Sedangkan penduduk yang masih memiliki pendidikan setingkat

Sekolah Dasar sebanyak 13.332 orang yang terdiri dari para lanjut usia.

Dilihat dari struktur sosialnya, masyarakat Kabupaten Nunukan
sebagian masih merupakan masyarakat tradisional khususnya kecamatan
diluar Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Sementara untuk masyarakat di
Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik merupakan masyarakat peralihan dari
masyarakat tradisional ke masyarakat perkotaan yang memiliki ciri-ciri
sosiologi kota dan desa dimana pembagian kerja mulai jelas, dan lembaga-
lembaga pelayanan publik seperti rumah sakit, kantor polisi, kantor birokrasi,
lembaga pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi sudah tersedia. Hal ini
mengingat Pulau Nunukan merupakan pusat kota dan pusat pemerintahan
kabupaten, sedangkan Pulau Sebatik merupakan daerah transit yang
berbatasan langsung dengan Kota Tawau Malaysia sehingga pengaruh Kota
Tawau juga memberikan pengaruh modernisasi bagi masyarakat Pulau
Sebatik.

Masyarakat Nunukan terdiri dari beragam suku bangsa baik suku lokal
maupun pendatang. Suku lokal yakni suku Tidung dan Dayak hanya = 20%
dari jumlah penduduk. Sebagian besar +80% adalah suku pendatang yang
terdiri dari suku Bugis sekitar £50%, suku Jawa +20%, dan sisanya £10%
terdiri dari suku Toraja, Timor, Tionghoa, dan lain-lain. Mayoritas penduduk
beragama Islam (95%) dan sisanya beragama Kristen, Katolik dan Budha.

Struktur kepemimpinan dalam masyarakat ini bersifat formal dan

informal. Kepemimpinan formal terdiri dari RT, RW, Lurah dan seterusnya.
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Scdangkan kcpecmimpinan informal terdiri dari kctua suku, tokoh agama
(ustad, kyai, pendeta dsb.), dan ketua paguyuban yang menjadi panutan dalam
hal-hal tertentu seperti keagamaan, adat istiadat dan sebagainya.

Nilai budaya yang dianut adalah nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai
budaya serta tradisi masing-masing suku yang masih terjaga meskipun mulai
mengalami pemudaran. Masyarakat disini masih menjunjung tinggi nilai
kekerabatan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Hal ini ditunjukkan
masih adanya keterkaitan keluarga dari masing-masing individu yang
tergabung dalam hampir di setiap kelompok lembaga kemasyarakatan yang
ada.

Sementara itu gambaran umum kondisi pendidikan dasar di Kabupaten
Nunukan yang menjadi obyek penelitian ini, menurut data pokok pendidikan
(Dapodik) 2015, saat ini memiliki 51 SMP/MTs yang terdiri dari 38 sekolah
negeri dan 13 sekolah swasta. Jumlah guru yang tersedia sebanyak 627 orang
yang terdiri dari 571 orang berkualifikasi S1/D-IV dan 56 orang sisanya masih
dibawah S1/D-IV. Sementara jumlah siswa sebanyak 9314 orang, yang terbagi
dalam 317 rombongan belajar dengan jumlah kelas yang tersedia sebanyak 292
kelas. Angka Partisipasi Murni (APM) baru mencapai 56,80% yang berarti
bahwa sebanyak 43-44 anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah di SMP/MTs.
Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) baru mencapai 73,56%.
Berdasarkan data tersebut baik APM maupun APK untuk jenjang pendidikan
dasar SMP/MTs belum mencapai SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs yang
menetapkan APM dan APK sebesar 90%. Sementara itu APM dan APK untuk

SD/MI telah mencapai masing-masing 98% dan 112% atau melebihi APM dan
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APK yang ditcntukan dalam SPM yakni 90% dan 95%. Kondisi ini
menggambarkan belum tercapainya pemerataan akses pelayanan pendidikan
khususnya jenjang pendidikan SMP/MTs.
B. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan
mengggunakan analisis gap (kesenjangan) untuk melihat disparitas antara
indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs sesuai Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional RI No. 15 Tahun 2010 dengan kondisi riil yang telah
dicapai di Kabupaten Nunukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh
satuan pendidikan, diperoleh gambaran hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh
Pemerintah Kabupaten Nunukan

Hasil penelitian tentang pencapaian indikator Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten
Nunukan dideskripsikan dalam bentuk tabel-tabel sebagai berikut
a. Jarak antara pemukiman permanen dengan sekolah

Tuntutan SPM Pendidikan Dasar pada jenjang SMP/MTs adalah
bahwa pemerintah kabupaten/kota menyediakan satuan pendidikan
dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6
km untuk SMP/MTs. Hasil penelitian tentang indikator ini dapat dilihat

pada tabel 4.3 berikut :
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Tabcl 4.3
Jarak antara Pemukiman Permanen dengan Sekolah
Tuntutan SPMP Hasil Jumlah o
SMP/MTs Penelitian | SMPMTs| ”°
<3 km 341 66,67
Maksimal 6 km 3-6 km 12| 23,33
6 km < 5 9,80
Jumlah 511 100,00

Sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 4.3 diatas dapat
digambarkan bahwa dari 51 SMP/MTs yang ada di Kabupaten
Nunukan, sebesar 66,67% atau sebanyak 34 sekolah memiliki jarak
kurang dari 3 km, dan 23,53% atau 12 sekolah berjarak antar 3-6 km,
dan sisanya yakni 5 sckolah atau 9,80% berjarak lebih dari 6 km dari
pemukiman tetap.

b. Jumlah peserta didik dalam setiap rombel dan ketersediaan ruang kelas
serta meja kursi peserta didik dan guru

Sesuai ketentuan jumlah peserta didik dalam setiap
rombongan belajar yaitu maksimal 36 orang untuk SMP/MTs dan setiap
rombongan belajar tersedia ruang kelas serta meja kursi peserta didik

dan guru. Hasil penelitian terhadap indikator ini dapat terlihat pada

Tabel 4.4 dan 4.5 berikut :
Tabel 4.4
Jumlah Peserta Didik dalam Setiap Rombel
Tuntutan SPMP . " Jumlah o
SMP/MTs Hasil Penelitian Rombel %
Setiap rombongan <36 orang 293 | 92,43
belajar maksimal terdiri | 37-40 orang 0{ 0,00
dari 36 orang 40 orang < 24| 7,57
Jumlah 317 [ 100,00
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Tabel 4.5
Ketersediaan Ruang Kelas, Meja Kursi, Papan Tulis Setiap Rombel
Hasil Jumlah 0
Tuntutan SPMP SMP/MTs Penelitian Rombel Yo

Setiap rombongan belajar Belum 25 7,89
memiliki 1 ruang kelas yang Sudah 292 | 92,11
dilengkapi meja kursi yang
cukup untuk peserta didik dan
guru serta papan tulis
Jumlah 317 | 100,00

Tabel 4.4 dan 4.5 menunjukkan bahwa terdapat 317 rombongan
belajar SMP/MTs, 293 rombongan belajar atau 92,43% telah memenuhi
standar SPM yang ditetapkan yakni setiap rombel maksimal berjumlah
36 peserta didik. Sedangkan jumlah peserta didik pada 24 rombongan
belajar sisanya yaitu 7,57% adalah lebih dari 40 peserta didik per
rombongan belajar. Sedangkan indikator ketersediaan ruang kelas untuk
setiap rombongan belajar yang telah dilengkapi ruang kelas yang
dilengkapi meja kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta
papan tulis, baru dipenuhi untuk 292 rombongan belajar atau 92,11%.
Scmcentara sisanya scbanyak 25 rombongan bcelajar atau 7,89% belum
terpenuhi. |

c. Ketersediaan ruang laboratorium IPA, meja kursi, peralatan praktek

Indikator tentang ketersediaan ruang laboratorium, meja dan
kursi, dan peralatan praktik IPA ditetapkan SPM Pendidikan Dasar
jenjang SMP/MTs adalah bahwa di setiap sekolah harus tersedia ruang
ruang laboratorium, meja dan kursi, dan alat praktik TPA yang cukup
memadai untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Hasil

penelitian tentang indikator ini digambarkan sebagaimana tabel 4.6
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berikut:
Tabel 4.6
Ketersediaan Ruang Laboratorium IPA, Meja Kursi
dan Peralatan Praktek
Hasil Jumlah o
Tuntutan SPMP SMP/MTs Penelitian SMP/MTs %o
Setiap sekolah tersedia ruang Belum 22| 43,14
laboratorium IPA yang | Tersedia tetapi 12| 23,53
dilengkapi meja kursi yang peralatan
cukup untuk peserta didik dan | praktik [IPA
satu set peralatan praktik IPA | tidak lengkap
untuk demonstrasi dan | Tersedia dan 17 | 33,33
eksperimen peserta didik lengkap
Jumlah 51 100,00

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hanya 17 sekolah dari 51 sekolah
atau sebesar 33,33% yang telah tersedia ruang laboratorium IPA yang
dilengkapi meja kursi yang cukup untuk peserta didik dan satu set
peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.
Sedangkan sekolah yang telah tersedia ruang laboratorium dan meja
kursi yang cukup tctapi belum lengkap peralatan praktiknya berjumlah
12 sekolah atau sebesar 23,53%. Sementara sisanya 43,14% atau
sebanyak 22 sekolah belum memiliki sama sekali ruang laboratorium
IPA yang dilengkapi meja kursi yang cukup untuk peserta didik dan satu
sct peralatan praktik TPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta
didik.

. Ketersediaan ruang kepala sekolah dan guru

Setiap SMP/MTs dituntut memilki ruang guru yang dilengkapi
dengan meja kursi dan memiliki ruang kepala sekolah yang terpisah
dengan ruang guru. Hasil penelitian mengenai hal tersebut dapat

terlihat pada tabel 4.7 berikut :
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Tabel 4.7
Ketersediaan Ruang Kepsek dan Guru
Tuntutan SPMP . .. Jumlah o
SMP/MTs Hasil Penelitian SMP/MTs A
Di setiap sekolah Belum Ada 0| 0,00
tersedia satu ruang - i _
guru  dilengkapi Tersedia ruang guru dilengkapi 0 0,00
meja dan kursi dan meja dan kursi dan tetapi
ruang kepsek yang | [Renyatu dengan ruang kepsek
terpisah  dengan | 1ersedia ruang guru dilengkapi 51| 100,00
ruang guru meja dan kursi dan terpisah
dengan ruang kepsek
Jumlah 51 | 100,00

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa 51 sekolah atau 100% telah

tersedia ruang guru yang terpisah dengan ruang kepala yang dilengkapi

meja dan kursi untuk setiap guru dan tenaga kependidikan non guru.

. Ketersediaan guru untuk setiap mata pelajaran di SMP/MTs

Setiap SMP/MTs dituntut ketersediaan satu orang guru untuk

setiap mata pelajaran. Untuk di daerah khusus minimal tersedia satu

orang guru untuk setiap rumpun pelajaran. Hasil penelitian tentang

ketersediaan guru tersebut dapat digambarkan pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8
Ketersediaan Guru untuk Setiap Mata Pelajaran di SMP/MTs
Hasil Jumlah o
Tuntutan SPMP SMPMTS | penelitian | SMPMTs | *°
Tersedianya guru Belum 0; 0,00
untuk setiap mata pelajaran Tersedia
Tersedia 51 | 100,00
Jumlah 511 100,00

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa di setiap sekolah dari 51 sekolah

SMP/MTs di Kabupaten Nunukan atau sebesar 100% telah tersedia guru

yang mcngajar untuk sctiap mata pclajaran yang diajarkan pada jcnjang
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pendidikan SMP/MTs.

Ketersediaan guru di SMP/MTs yang berkualifikasi akademik D-IV/S1
dan bersertifikat pendidik

Di setiap SMP/MTs dituntut ketersediaan guru dengan
kualifikasi akademik S1/D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya
atau 35% telah memiliki sertifikat pendidik. Hasil penelitian tentang
ketersediaan guru yang berkualifikasi dan bersertifikat pendidik ini

ditunjukkan oleh tabel 4.9 dan 4.10 berikut:

Tabel 4.9
Persentase Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs
Hasil Jumlah
Tuntutan SPMP SMP/MTs Penelitian | SMP/MTs %
70% dari jumlah guru di <60% 4 7,84
setiap sekolah harus S1/D 60-69% 3 5,88
v 70% 44| 86,28
Jumlah 51 | 100,00

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa 44 sekolah SMP/MTs di

Kabupatcn Nunukan atau scbesar 86,28% tclah memiliki 70% dari
jumlah guru-gurunya berkualifikasi S1/D-IV, 3 sekolah atau 5,88%
memiliki 60-69% dari jumlah gurunya berkualifikasi S1/D-IV, dan 4

sekolah atau 7,84% memiliki kurang dari 60% jumlah gurunya

berkualifikasi S1/D-I'V.

Tabel 4.10
Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidikan di Sekolah
Tuntutan SPMP SMP/MTs | o Hast | Jumleb | o,
35% dari jumlah guru <35% 12| 23,53
yang memiliki sertifikat | 35-40% 39| 76,47
pendidik > 40% 0 0,00
Jumiah 51 { 100,00
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Tabcl 4.10 mcnunjukkan bahwa 39 sckolah atau 76,47%
memiliki 35-40% dari jumlah gurunya bersertifikasi sebagai pendidik,
dan 12 sekolah lainnya atau sebesar 23,53% memiliki kurang dari 35%
jumlah gurunya belum bersertifikasi sebagai pendidik.
g. Ketersediaan guru Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris yang bersertifikat pendidik
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik
D-IV/S1 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu
orang guru untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris. Hasil penelitian tentang jumlah guru mata pelajaran

Matematika, [PA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana

ditunjukkan oleh tabel 4.11 sampai dengan tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.11
Ketersediaan Guru Matematika yang Bersertifikat Pendidik
Tug%ﬁyp Hasil Penelitian Sﬁgl /}\?IhTs %

Setiap sekolah minimal Belum ada 33| 64,71
memiliki 1 orang guru Memiliki 1 14| 2745
bersertifikat guru | Memiliki lebih 4 7,84
matematika dari 1
Jumlah 51 { 100,00

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa jumlah sekolah yang memiliki
satu orang guru yang bersertifikasi sebagai pendidik untuk mata
pelajaran Matematika sebanyak 14 sekolah atau sebesar 27,45%.
Sedangkan yang memiliki lebih dari satu orang guru bersertifikasi
pendidikan untuk mata pelajaran Matematika sebanyak 4 sekolah atau
sebesar 7,84%. Sementara sisanya sebanyak 33 sekolah atau 64,71%
bclum memiliki guru yang berscrtifikasi pendidik untuk mata pclajaran

Matematika.
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Tabel 4.12
Ketersediaan Guru IPA yang Bersertifikat Pendidik
Tuntutan SPMP . . Jumlah °

SMP/MTs Hasil Penelitian SMP/MTs %
Setiap sekolah minimal Belum ada 49| 96,08
memiliki 1 orang guru Memiliki 1 2 3,92
bersertifikat guru IPA | Memiliki lebih dari 0 0,00

1

Jumlah 51 | 100,00

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki satu guru
yang bersertifikasi sebagai pendidik untuk mata pelajaran IPA sebanyak
2 sekolah atau 3,92%, sedangkan 49 sekolah lainnya atau sebesar

96,08% belum memiliki guru yang bersertifikasi pendidik untuk mata

pelajaran IPA.

Tabel 4.13

Ketersediaan Guru Bahasa Indonesia yang Bersertifikat Pendidik
Tuntutan SPMP . . Jumlah °
SMP/MTs Hasil Penelitian SMP/MTs %

Setiap sekolah minimal Belum ada 37| 72,55
memiliki 1 orang guru Memiliki 1 1 1,96
bersertifikat guru | Memiliki lebih 13| 2549
Bahasa Indonesia dari 1
Jumlah 51 | 100,00

Tabel 4.13 menunjukan bahwa sekolah yang memiliki satu orang
guru bersertifikasi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sebanyak 1
sekolah atau 1,96%, lebih dari satu orang guru sebanyak 13 sekolah atau
25,49%, dan sisanya 37 sekolah atau 72,55% belum memiliki sama

sekali.
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Tabel 4.14
Ketersediaan Guru Bahasa Inggris yang Bersertifikat Pendidik
Tuntutan SPMP . . Jumlah
SMP/MTs Hasil Penelitian SMP/MTs %

Setiap sekolah minimal Belum ada 32| 62,75
memiliki 1 orang guru Memiliki 1 4 7,84
bersertifikat guru | Memiliki lebih 15{ 29,41
Bahasa Inggris dari 1
Jumlah 51§ 100,00

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa sebanyak 4 sekolah atau sebesar
7,84% telah memiliki satu orang guru bersertifikasi pendidik untuk mata
pelajaran Bahasa Inggris, sementara sebanyak 15 sekolah atau 29,41%
memiliki lebih dari satu, sedangkan sisanya sebanyak 32 sekolah atau
62,75% sama sekali belum memiliki.
h. Kualifikasi akademik kepala sekolah SMP/MTs dan kepemilikan
sertifikat pendidik
Di setiap kabupaten/kota  setiap kepala = SMP/MTs
dituntut berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki
scrtifikat pcendidik. Gambaran hasil penclitian tentang indikator terscbut

dapat dilihat pada tabel 4.15 dan 4.16 berikut:

Tabel 4.15
Gambaran Kualifikasi Akademik Kepala Sekolah
Tuntutan SPMP Hasil Jumlah %

SMP/MTs Penelitian SMP/MTs
Setiap kepala sekolah | D-III ke bawah 1 1,96
berkualifikasi akademik S1/D-IV 50| 98,04
S1/D-1V S2 keatas 0 0,00
Jumlah 511 100,00
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Tabel 4.16
Gambaran Sertifikasi Kepala Sekolah
Tuntutan SPMP Hasil Jumlah %
SMP/MTs Penelitian SMP/MTs
Setiap kepala sekolah Belum 0| 0,00
bersertifikasi pendidik Sudah 51 | 100,00
Jumlah 51 { 100,00

Tabel 4.15 dan 4.16 menunjukkan bahwa 50 kepala sekolah atau
98,04% telah memiliki kualifikasi pendidikan S1/D-1V sementara
sisanya 1 orang kepala sekolah atau 1,96% belum berkualifikasi S1/D-
IV. Sedangkan dari gambaran kepemilikan sertifikasi pendidik, sudah
semua kepala sekolah atau 100% bersertifikasi sebagai pendidik.
i. Kualifikasi pengawas SMP/MTs dan kepemilikan sertifikat pendidik
Di setiap kabupaten/kota semua pengawas SMP/MTs
dituntut berkualifikasi akademik S1/D-IV dan telah memiliki sertifikat
pendidik. Gambaran hasil penelitian indikator ini dapat dilihat pada tabel

4.17 dan 4.18 berikut :

Tabel 4.17
Kualifikasi Akademik Pengawas SMP/MTs
Tuntutan SPMP . . Jumlah o
SMP/MTs Hasil Penelitian Pengawas )
Semua pengawas | D-III ke bawah 1] 14,29
berkualifikasi akademik S1/D-IV 6| 85,71
S1/D-1V S2 keatas 0/ 0,00
Jumlah 7 | 100,00
Tabel 4.18
Kepemilikan Sertifikasi Pengawas
Tuntutan SPMP . " Jumlah N
SMP/MTs Hasil Penelitian Pengawas Yo
Setiap pengawas sekolah Belum 1] 14,29
bersertifikasi pendidik Sudah 6| 8571
Jumlah 7 | 100,00
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Tabcl 4.17 dan 4.18 mcnunjukkan bahwa jumlah pcngawas
SMP/MTs sebanyak 7 orang. 6 orang atau 85,71% telah berkualifikasi
S1/D-IV dan bersertifikasi sebagai pendidik. Sedangkan 1 orang atau
14,29% belum memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikasi sebagai
pendidik.
Frekuensi kunjungan pengawas ke satuan pendidikan
Pengawas harus melakukan kunjungan ke satuan pendidikan
minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3
jam dalam rangka supervise dan pembinaan. Hasil penelitian

mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.19 berikut :

Tabel 4.19
Gambaran Kunjungan Pengawas Sekolah
Tuntutan SPMP SMP/MTs Hasil Jumlah |
Penelitian | Pengawas

Kunjungan  pcngawas ke Bclum 0 0,00
sekolah minimal satu kali

setiap bulan dan setiap Sudah 7 | 100,00
kunjungan dilakukan selama 3
jam untuk supervise dan

pembinaan

Jumlah 7 | 100,00

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa seluruh pengawas atau 100%
yakni 7 orang pengawas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs ini telah
melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan kunjungan ke sekolah-
sekolah dalam rangka supervisi dan pembinaan minimal satu kali setiap

bulan dan setiap kunjungan selama 3 jam.
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k. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan proses
pembelajaran
Setiap  pemerintah  kabupaten/kota  dituntut  memiliki
perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan proses
pembelajaran untuk membantu satuan pendidikan. Hasil penelitian
tentang inidkator ini digambarkan oleh tabel 4.20 berikut:
Tabel 4.20

Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum
dan Proses Pembelajaran Yang Efektif

Hasil Penelitian
Tuntutan SPMP SMP/MTs Sudah Belum
Setiap  Pemerintah  Kabupaten/Kota v

memiliki Perencanaan dan Pelaksanaan
pengembangan Kurikulum dan Proses
pembelajaran  yang  efektif  untuk
membantu satuan pendidikan

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan
telah memiliki perencanaan dan melakukan pelaksanaan pengembangan
kurikulum dan proses pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar
SMP/MTs dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kantor
Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Nunukan.

2. Pencapaian Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan
Pendidikan
Analisis terhadap pencapaian indikator SPM Pehdidikan Dasar
SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan dilakukan terhadap tiap-tiap sekolah
berdasarkan data laporan yang disampaikan oleh sekolah-sekolah tersebut

kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Namun tidak semua data
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yang dibutuhkan untuk analisis termuat dalam laporan dimaksud. Untuk

melengkapi informasi penulis mengumpulkan data dengan melakukan

wawancara dan observasi terhadap 14 (empat belas) sampel SMP/MTs dari

51 SMP/MTs yang terdiri dari 6 sekolah negeri dan 8 sekolah swasta yang

berada di Kabupaten Nunukan.

Hasil penelitian tentang pencapaian indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh satuan pendidikan

SMP/MTs dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Ketersediaan buku teks yang layak dan mencakup semua mata pelajaran

SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs menyatakan bahwa setiap

satuan pendidikan harus menyiapkan buku teks yang layak dan

mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk

setiap peserta didik. Hasil penelitian tentang indikator ini digambarkan

dalam Tabel 4.21 berikut:

Tabel 4.21

Ketersediaan Buku Teks Yang Mencakup Semua Mata Pelajaran

Tuntutan SPMP SMP/MTs | Hasil Penelitian |  "T2R | o
SMP/MTs

Setiap sekolah | <50% 8 57,14
menyediakan buku teks | 50%-75% 4| 28,57
yang layak dan mencakup | <75% - <100% 21 14,29
semua mata pelajaran | 100% dan lebih 0 0,00
dengan perbandingan satu
set untuk setiap peserta
didik
Jumlah 14 { 100,00

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa belum satupun sekolah dari 14

sekolah yang menjadi sampel penelitian yang telah menyediakan buku

teks yang layak dan mencakup semua mata pelajaran dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42460.pdf

103

perbandingan satu set untuk setiap peserta didik lengkap atau 0%.

Sedangkan 2 sekolah atau 14,29% baru memenuhi lebih dari 75% tapi

kurang dari 100%. Sementara sekolah yang hanya memenuhi kurang dari

75% tapi lebih dari 50% sebanyak 4 sekolah atau 28,57%. Sisanya 8

sekolah atau 57,14% memenuhi kurang dari 50%.

b. Ketersediaan buku pengayaan dan buku referensi

Setiap satuan pendidikan minimal harus menyediakan 200 judul

buku pengayaan dan 20 judul buku referensi. Hasil penelitian tentang

indikator ini digambarkan dalam Tabel 4.22 dan Tabel 4.23 berikut:

Tabel 4.22
Ketersediaan Buku Pengayaan
o P | Hasil Penclitian | (W02% | o

Setiap sekolah <100 4 28,57
menyediakan 200 judul 100-150 4 28,57
buku pengayaan 150< - <200 6 42,86
200 dan lebih 0 0,00
Jumlah 14 100,00

Tabel 4.23

Ketersediaan Buku Referensi
e e Hasil Penelitian | (Jom o2 | %
Setiap sekolah <10 judul 0] 0,00
menyediakan 20 judul 10-15 judul 0 0,00
buku referensi 15< - <20 judul 0 0,00
20 judul dan 14 ] 100,00
lebih

Jumlah 14 | 100,00

Tabel 4.22 dan 4.23 menunjukkan bahwa indikator ketersediaan

buku pengayaan, belum satu sekolahpun yang memiliki 200 atau lebih

judul buku. Ada 6 sekolah saja atau hanya 46,15% yang baru memenuhi
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lebih dari 150 dan kurang dari 200 judul buku pengayaan. Selebihnya 4
sekolah atau 28,57% hanya memiliki buku pengayaan lebih dari 100 dan
kurang dari 150 judul buku, dan 4 sekolah sisanya memiliki kurang dari
100 judul buku pengayaan. Sementara itu sudah semua sekolah yang

memiliki 20 bahkan lebih judul buku referensi.

c. Jam kerja guru

Indikator tentang jam kerja guru ditetapkan minimal 37,5 jam

perminggu. Hasil penelitian tentang indikator ini ditunjukkan oleh tabel

4.24 berikut:
Tabel 4.24
Jam Kerja Guru Per-Minggu
Tuntutan SPMP SMP/MTs | Hasil Penclitian | “emia® | 9
Setiap guru bekerja 37,5 <37,5 jam 0 0,00
jam perminggu 37,5 jam dan lebih 251 | 100,00
Jumlah 251 | 100,00

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa dari 251 orang guru yang terdiri
dari 169 guru PNS dan 82 guru honorer di setiap sekolah SMP/MTs yang
menjadi obyek penelitian yang telah memenuhi jam kerja 37,5 jam per
minggu sebanyak 251 orang atau 100%.

d. Proses pembelajaran dan kegiatan tatap muka

Indikator tentang proses pembelajaran pertahun dan kegiatan
tatap muka perminggu ditetapkan minimal yakni 34 minggu pertahun
untuk proses pembelajaran, dan 27 jam perminggu untuk kegiatan tatap
muka. Hasil penelitian tentang indikator ini ditunjukkan oleh Tabel 4.25

dan Tabel 4.25 berikut:
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Tabel 4.25
Proses Pembelajaran Per-Minggu

Tux;tltxdtgn/hi?ls\@ Hasil Penelitian SlJ\fIl;’n /fths %
Setiap sekolah <34 minggu 0o 0,00
menyelenggarakan proses | 34 minggu dan 14 | 100,00
pembelajaran 34 minggu lebih

_pertahun
Jumlah 14 { 100,00
Tabel 4.26
Kegiatan Tatap Muka Per-Minggu

Tugthlzt;ﬁi\@ Hasil Penelitian Sli'lllll’n /IlslhTs %
Setiap sekolah | <27 minggu 0 0,00
menyelenggarakan 27 minggu dan 14 | 100,00
kegiatan tatap muka | lebih
kelas VII-IX 27 jam per
minggu
Jumlah 14 | 100,00

Tabel 4.25 menunjukkan seluruh sekolah yang menjadi sampel
penelitian atau 100% telah menyelenggarakan proses pembelajaran 34
minggu pertahun. Demikian juga penyelenggaraan kegiatan tatap muka
kelas VII-IX selama 27 jam per minggu telah dilaksanakan oleh setiap
sekolah sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 4.26.

e. Penerapan kurikulum KTSP

Indikator menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan harus

menerapkan kurikulum KTSP sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil

penelitian tentang indikator ini ditunjukkan oleh tabel 4.27 berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42460.pdf

106
Tabel 4.27
Penerapan KTSP Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
Tuntutan SPMP . " Jumlah o
SMP/MTs Hasil Penelitian SMP/MTs %o
Setiap sekolah | Belum 0 0,00
menerapkan KTSP | Sudah 14 | 100,00
sesuai ketentuan yang
berlaku
Jumlah 14 | 100,00

Tabel 4.27 menunjukkan bahwa setiap sekolah dari 14 sekolah
yang menjadi sampel penelitian telah menerapkasn KTSP. Ini juga
ditunjukkan prosentase pencapaian indikator ini adalah sebesar 100%.

f. Penerapan RPP

Indikator menetapkan bahwa setiap guru harus menerapkan RPP

yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang

dimpunya. Hasil penelitian tentang indikator ini ditunjukkan oleh Tabel

4.28 berikut:
Tabel 4.28
Penerapan RPP
Tuntutan SPMP | Hasil Penelitian Jumlah %
SMP/MTs Guru
Setiap guru Belum 0 0,00
menerapkan RPP yang Sudah 251 { 100,00
disusun  berdasarkan
silabus untuk setiap
mata pelajaran yang
diampunya
Jumlah 251 | 100,00

Tabel 4.28 menunjukkan bahwa Penerapan Rencana Proses
Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap
mata pelajaran yang diampunya oleh setiap guru telah dilakuakan oleh

semua guru atau sebesar 100%.
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g. Pengembangan dan Penerapan Program Penilaian
Indikator menetapkan bahwa setiap guru harus mengembangkan
dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan

kemampuan belajar peserta didik. Hasil penelitian tentang indikator ini

ditunjukkan oleh Tabel 4.29 berikut:
Tabel 4.29
Pengembangan dan Penerapan Program Penilaian
Tuntutan SPMP | Hasil Penelitian Jumlah %
SMP/MTs Guru
Setiap guru Belum 0 0,00
mengembangkan  dan Sudah 251 | 100,00
menerapkan  program
penilaian untuk
meningkatkan
kemampuan belajar
peserta didik
Jumlah 251 | 100,00

Tabel 4.29 menunjukkan bahwa sebanyak 251orang guru atau
seluruh guru di SMP/MTs yang menjadi obyek penelitian telah
melakukan pengembangan dan penerapan program penilaian untuk
meningkatkan kemampuan belajar peserta didik atau sebesar 100%.

h. Frekwensi supervisi kepala sekolah

Indikator tentang frekwensi supervisi kepala sekolah terhadap
kelas dan memberikan umpan balik kepada guru ditetapkan SPM
Pendidikan Dasar untuk jenjang SMP/MTs adalah dua kali dalam setiap
semester. Hasil penelitian mengenai indikator ini ditunjukkan oleh Tabel

4.30 berikut ini:
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Tabel 4.30
Frekwensi Supervise Kepala Sekolah
Tuntutan SPMP | Hasil Penelitian Jumlah %
SMP/MTs Kepsek
Setiap kepala sekolah Belum 0 0,00
melakukan  supervise Sudah 14 { 100,00
kelas dan memberikan
umpan balik kepada
guru dua kali dalam
setiap semester
Jumlah 14 | 100,00

Tabel 4.30 di atas menunjukkan bahwa setiap kepala sekolah
sudah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada
guru dua kali dalam setiap semester. Dari tabel diatas diperoleh
gambaran prosentase kepala sekolah yang melakukan supervise kelas
dari 14 sekolah yang menjadi sampel adalah 100%.

i. Penyampaian laporan hasil evaluasi guru kepada kepala sekolah

Setiap guru harus menyampaikan laporan hasil evaluasi mata
pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala
sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar

peserta didik. Hasil penelitian tentang indikator ini ditunjukkan oleh

Tabel 4.31 berikut:
Tabel 4.31
Penyampaian laporan hasil evaluasi guru kepada kepala sekolah
Tuntutan SPMP SMP/MTs Hasil Penelitian Jumlah %
Guru
Setiap guru  menyampaikan Belum 0 0,00

laporan hasil evaluasi mata
pelajaran serta hasil penilaian
setiap peserta didik kepada kepala
sekolah pada akhir semester

dalam bentuk laporan hasil Sudah 251 | 100,00
prestasi belajar peserta didik
Jumlah 251 | 100,00
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Tabel 4.31 diatas menunjukkan bahwa indikator

penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil

penilaian setiap peserta didik oleh guru kepada kepala sekolah pada

akhir semester telah dilakukan oleh semua guru dalam bentuk
laporan hasil prestasi belajar peserta didik atau sebesar 100%.

j. Penyampaian laporan hasil UAS, UKK, US/UN oleh kepala sekolah

kepada Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag

Setiap kepala sekolah harus menyampaikan laporan hasil

Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Kenaikan Kelas (UKK), Ujian

Sekolah (US)/Ujian Nasional (UN) kepada Dinas Pendidikan/Kantor

Kementerian Agama setempat. Hasil penelitian tentang indikator ini

ditunjukkan oleh tabel 4.32 berikut:
Tabel 4.32
Penyampaian Laporan Hasil UAS, UKK dan US/UN
Tuntutan SPMP | Hasil Penelitian Jumlah %
SMP/MTs Kepsek
Setiap kepala sekolah Belum 0 0,00

menyampaikan laporan
hasil UAS dan UKK
serta US/UN kepada

Diknas/Kantor Sudah 14 | 100,00
Kemenag pada setiap

akhir semester

Jumlah 14 | 100,00

Penyampaian laporan hasil UAS dan UKK serta US/UN kepada
Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama pada setiap akhir
semester telah dilaksanakan oleh semua kepala sekolah atau 100%.
k. Penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
Indikator tentang penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis

sekolah (MBS) ditetapkan bahwa setiap sekolah telah menerapkan
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prinsip-prinsip MBS ini. Hasil penelitian ditunjukkan oleh Tabel 4.33

berikut ini:
Tabel 4.33
Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Tuntutan SPMP Hasil Penelitian Jumlah %
SMP/MTs Sekolah
Setiap sekolah | Belum 0 0,00
menerapkan  prinsip- | Sudah 14 | 100,00
prinsip MBS
Jumlah 14 | 100,00

Tabel 4.33 menunjukkan bahwa setiap sekolah yang menjadi

obyek penelitian telah menerapkan prinsip-prinsip MBS. Dari tabel

tersebut diperoleh gambaran prosentase sekolah yang telah menerapkan

MBS adalah 100%.

C. Pembahasan

1. Analisis pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs

Berdasarkan gambaran pencapaian indikator SPM Pendidikan

Dasar SMP/MTs baik oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh

Satuan Pendidikan SMP/MTs teridentifikasi indikator-indikator yang telah

tercapai maupun yang belum tercapai, yang telah memenuhi SPM

Pendidikan Dasar SMP/MTS sesuai Permendiknas No. 15 Tahun 2010

maupun yang belum.

a. Analisis pencapaian indikator SPM oleh Pemerintah Kabupaten

Nunukan

Pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTS oleh

Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam penelitian ini secara ringkas

dapat dilihat pada tabel 4.34 berikut:
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Tabel 4.34
Gambaran Pencapaian Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh
Pemerintah Kabupaten Nunukan
No. Indikator SPM Pelayanan pendidikan dasar SMP/MTs P‘:::ag:;:n Gap (%)
oleh kabupaten/kota (%)

1 | Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau | 90,20 9,80
dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP/MTs
dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

2 | Jumiah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk | R. 92,43 R. 7,57
SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan | K1.92,11 Kli. 7,89
belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan | Rt=92,27 Rt=7,73
meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru,
serta papan tulis;

3 | Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA | 33,33 66,67
yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36
peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA
untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

4 | Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang | 100 0,00
dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru,
kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap
SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari
ruang guru.

5 | Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap | 100 0,00
mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang
guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

6 | Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi | K. 86,28 K. 13,72
akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh | S. 76,47 S. 23,53
diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki | Rt=81,38 Rt=18,62
sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing
sebanyak 40% dan 20%;

7 | Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi | Mtk 35,29 Mtk 64,71
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat | IPA 3,92 IPA 96,08
pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran | B. Ind 27,45 | B. Ind 72,55
Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; B.Ing 37,25 | B.Ing62,75

Rt=25,98 Rt=74,02

8 |Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs | K. 98,04 K. 1,96
berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki | S. 100 S. 0,00
sertifikat pendidik; Rt. 99,02 Rt. 0,98

9 | Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan | K. 85,71 K. 14,29
madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan | S. 85,71 S. 14,29
telah memiliki sertifikat pendidik; Rt=85,71 Rt=14,29

10 | Pemerintah  kabupaten/kota memiliki rencana dan | 100,00 0,00
melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan
dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran
yang efektif; dan

11 | Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu | 100,00 0,00
kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3
jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Ket.: R=Rombel, KI=Kelas, K=Kualifikasi, S=Sertifikasi, Rt=Rata-Rata

Sumber; Penulis
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Tabel 3.34 menunjukkan bahwa indikator SPM Pendidikan
Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah
tercapai adalah:

1) ketersediaan ruang guru dan kepala sekolah di setiap sekolah yang
terpisah dan dilengkapi dengan meja dan kursi yang memadai
mencapai 100%;

2) Ketersediaan seorang guru untuk setiap mata pelajaran di setiap
sekolah yang mencapai 100%

3) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan
proses pembelajaran mencapai 100%

4) Frekwensi kunjungan setiap pengawas satu kali setiap bulan dan
kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan
supervisi/pembinaan yang mencapai 100%

Berkaitan dengan indikator “ketersediaan ruang guru dan
kepala sekolah di setiap sekolah yang terpisah dan dilengkapi dengan
meja dan kursi yang memadai yang mencapai 100%, salah seorang
informan dari pengawas SMP/MTs menyatakan:

“Setiap sekolah telah memiliki ruang kepala sekolah dan ruang
guru yang terpisah dan dilengkapi meja dan kursi sesuai
kebutuhan. Baik sekolah negeri maupun sekolah swasta
menyediakan ruang guru dan ruang kepala sekolah secara
terpisah. Hal ini untuk menjaga konsentrasi kerja guru diluar
kegiatan mengajar. Soalnya kalau bercampur dengan kepala
sekolah terkesan diawasi terus menerus oleh kepala sekolah.

Pernyataan ini dibenarkan oleh salah seorang guru yang

menjadi informan yang menyatakan:
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“Kalau ruang guru bercampur dengan kepala sekolah, justru
kami kurang bisa konsentrasi mengerjakan pekerjaan di luar

kegiatan mengajar. Kesannya seolah-olah diawasi terus
menerus. Sehingga kami merasa kurang leluasa bekerja.”

Terkait dengan indikator “Ketersediaan seorang guru untuk
setiap mata pelajaran di setiap sekolah” yang mencapai 100%, hal
ini disebabkan karena kekurangan guru telah terpenuhi dengan
adanya rekruitmen tenaga guru honor. Selain itu sebagai pusat kota
dan pusat pemerintahan, sekolah-sekolah yang ada di Pulau
Nunukan menjadi tolok ukur dari wajah pendidikan di Kabupaten
Nunukan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Seksi Pendidikan Dasar
SMP/MTs menjelaskan bahwa:

“Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan merupakan
pusat kota sekaligus pusat pemerintahan kabupaten.
Sehingga ini menjadi tolok ukur bagi wajah pendidikan
di Kabupaten Nunukan. Selain itu jumlah sekolah dan
peserta didik terbanyak di Pulau Nunukan ini. Oleh
karenanya, kami berupaya memenuhi kebutuhan guru
dimaksud baik dari guru yang sudah PNS maupun dari
guru yang masih berstatus honor. Disamping itu, banyak
guru mutasi dari sekolah di kecamatan lain ke Pulau

Nunukan, sehingga dapat dikatakan ketersediaan guru di
Pulau Nunukan malah berlebihan.”

Berkaitan dengan indikator “Perencanaan dan pelaksanaan
pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran”, yang tingkat
pencapaiannya juga telah mencapai 100% sesuai target SPM, Kepala
Seksi Pendidikan Dasar SMP/MTs, menyatakan bahwa:

“Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan adanya
dukungan kebijakan pembentukan tim perencana dan
pengembang kurikulum dan proses pembelajaran di

Kabupaten Nunukan. Tim inilah yang berfungsi sebagai
perencana dan pengembang kurikulum dan proses
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pembelajaran. dan melaksanakan tugas menyusun
kurikulum dan model-model pembelajaran yang akan
diimplementasikan di satuan pendidikan.”

Berkaitan dengan indikator “Frekwensi kunjungan setiap
pengawas satu kali setiap bulan dan kunjungan dilakukan selama 3
jam untuk melakukan supervisi/pembinaan”, koordinator pengawas
SMP/MTs se Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa:

“Keberhasilan pada indikator ini disebabkan karena adanya
komitmen para pengawas dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai pengawas dan ketaatan pengawas dalam
mematuhi peraturan-peraturan yang mengatur tentang
syarat-syarat kenaikan pangkatnya yang salah satunya
adalah angka kredit yang diperoleh dari kegiatan
pengawasan melalui kunjungan supervisi dan pembinaan.
Disamping itu, adanya dukungan anggaran untuk
melakukan tugas tersebut.”

Sementara itu dari gambaran pencapaian indikator SPM
Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan,
teridentifikasi indikator-indikator yang belum tercapai antara lain:

1) ketersediaan lembaga sekolah berjarak maksimal 6 km dari
pemukiman permanen yang mencapai 90,20%.

2) jumlah peserta didik setiap rombongan belajar maksimal 36 orang
yang mencapai 92,43%, sedangkan ketersediaan ruang kelas untuk
setiap rombongan belajar yang dilengkapi meja dan kursi yang
cukup untuk peserta didik dan guru serta dilengkapi papan tulis
mencapai 92,11%.

3) ketersediaan ruang laboratorium IPA di setiap sekolah yang

dilengkapi dengan peralatan praktik yang memadai untuk
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demonstrasi dan eksperimen peserta didik yang mencapai 33,33%.

4) setiap sekolah memiliki guru berkualifikasi S1/D-IV minimal 70%
dari jumlah guru yang dimiliki yang mencapai 86,28%, sedang
setiap sekolah memiliki guru yang bersertifikasi pendidik minimal
separuh dari jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV atau 35%
mencapai 76,47%.

5) setiap sekolah minimal memiliki masing-masing satu orang guru
yang bersertifikasi guru Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris yang mencapai masing-masing 35,29% guru
bersertifikasi pendidik Matematika, 3,92% bersertifikasi pendidik
IPA, 27,45% bersertifikasi pendidik Bahasa Indonesia, dan 37,25%
bersertifikasi pendidik Bahasa Inggris.

6) setiap kepala sekolah berkualifikasi S1/D-IV mencapai 98,04%.

7) setiap orang pengawas berkualifikasi S1/D-IV dan setiap orang
pengawas bersertifikasi sebagai pendidik mencapai 85,71%.

Berkaitan dengan indikator “ketersediaan lembaga sekolah
berjarak maksimal 6 km dari pemukiman permanen” yang mencapai

90,20%, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan

menyatakan bahwa:

“Ketersediaan sekolah yang masih jauh jarakanya (lebih dari
6km) dari pemukiman permanen penduduk terjadi di wilayah
tiga yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan dan
Lumbis Ogong. Ini disebabkan secara geografis di ketiga
kecamatan ini sulit dijangkau, jarak antara pemukiman yang
satu dengan yang lain sangat jauh, jumlah penduduknya di
setiap pemukiman ini sangat sedikit. Sehingga kita kesulitan
menentukan dimana lokasi sekolah akan dibangun. Tetapi

kedepannya secara bertahap minimal setiap kecamatan
memiliki 1-2 SMP/MTs”
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Dengan demikian masih terdapat kesenjangan sebesar 9,80%
dari SPM dimana masih terdapat 5 sekolah yang jaraknya lebih dari 6
km dari pemukiman permanen di daerah terpencil. Berkaitan dengan
indikator “jumlah peserta didik setiap rombongan belajar maksimal 36
orang” yang mencapai 92,43% dan “ketersediaan ruang kelas untuk
setiap rombongan belajar yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup
untuk peserta didik dan guru serta dilengkapi papan tulis” mencapai
92,11%, Kepala Bidang Pendidikan Dasar menyatakan bahwa:

“kelebihan siswa terjadi di SMPN 2 Nunukan. Jumlah siswa di
sekolah ini 1.082 siswa, sedang kelas yang tersedia 12 kelas
dengan jumlah rombel 24. Itu artinya setiap rombel berisi 45
siswa. Sementara secara keseluruhan jumlah kelas 292 ruang
yang dilengkapi sarana belajar untuk siswa dan guru, sedang
jumlah rombongan belajar sebanyak 317. Itu artinya ada 25
rombongan belajar yang tidak memiliki kelas permanen. Untuk
menyiasati kondisi ini maka sekolah yang kelebihan
rombongan belajar melakukan 2 shift kegiatan belajar yaitu
masuk pagi dan siang.”

Lebih lanjut Kepala Seksi Pendidikan Dasar SMP/MTs
menambahkan:

“sebenarnya dengan jumlah kelas 292 dan jumlah siswa 9.347
orang, secara matematis rata-rata jumlah siswa per rombongan
belajar adalah 32 orang. Artinya, jika terjadi pemerataan maka
indikator jumlah siswa per rombongan belajar sudah tercapai.
Akan tetapi, ada sekolah yang berlebihan siswanya dan disisi
lain ada yang kekurangan siswa. Ini disebabkan karena minat
orangtua siswa yang selalu ingin menyekolahkan anaknya di
sekolah negeri yang tidak bisa diterima oleh SMPN 1 Nunukan.
Padahal masih ada SMPN 3 Nunukan. tetapi mereka beralasan
jarak yang cukup jauh dari rumah mereka. Kami sampaikan
alternatif lain yaitu beberapa SMP/MTs swasta di Kecamatan
Nunukan. tetap saja mereka tidak berminat dengan alasan
kualitas sekolahnya yang menurut mereka masih rendah.”
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Uraian diatas menunjukkan rata-rata pencapaian dari indikator
“jumlah peserta didik setiap rombongan belajar maksimal 36 orang
dan “ketersediaan ruang kelas untuk setiap rombongan belajar yang
dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru
serta dilengkapi papan tulis” adalah 92,27%. Meskipun capaian dari
indikator ini cukup besar tetapi belum bisa dikatakan berhasil dicapai.
Mengingat masih ada kesenjangan sebesar 7,73% dari SPM atau masih
terdapat 24 rombongan belajar yang terdiri dari 40 orang siswa bahkan
lebih serta 25 rombongan belajar yang tidak memiliki kelas permanen.

Berkaitan dengan indikator “ketersediaan ruang laboratorium
IPA di setiap sekolah yang dilengkapi dengan peralatan praktik yang
memadai untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik” yang hanya
mencapai  33,33%, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas
Pendidikan menyatakan:

“Sekolah yang punya ruang laboratorium IPA yang lengkap

dengan alat praktik baru 17 sekolah dari 51 sekolah. 12 sekolah

sudah ada ruang laboratorium tapi belum lengkap. Sisanya 22

sekolah belum memiliki. Hal ini berkaitan dengan kemampuan

anggaran yang tersedia. Tetapi kami sudah merencanakan
secara bertahap. Selain itu ada beberapa sekolah baru yang
sedang dibangun. Ini karena ada beberapa kecamatan
pemekaran yang harus disediakan sekolah SMP/MTs.

Disamping itu, untuk sekolah swasta tentu saja berkaitan

dengan kemampuan keuangan yayasan dan instansi

pembinanya seperti Kementerian Agama.”

Menanggapi hal ini, salah satu informan Kepala Sekolah swasta

menegaskan:

“Untuk menyediakan ruang laboratorium IPA yang lengkap di
sekolah swasta seperti kami, memang membutuhkan biaya
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yang tidak sedikit. Kami masih menunggu kecukupan dana
bantuan dari yayasan atau kementerian yang menjadi pembina
sekolah kami. Selain itu kami menunggu partisipasi baik dari
orang tua siswa maupun pihak lain.”

Hasil penelitian terhadap indikator “ketersediaan ruang
laboratorium IPA di setiap sekolah yang dilengkapi dengan peralatan
praktik yang memadai untuk demonstrasi dan eksperimen peserta
didik” dan penjelasan informan diatas menunjukkan bahwa masih
terdapat kesenjangan sebesar 66,67% dari SPM, dimana 12 sekolah
meski telah memiliki ruang laboratorium IPA tetapi belum dilengkapi
peralatan praktik yang lengkap. Bahkan 22 sekolah lainnya sama sekali
belum memiliki ruang laboratorium dan peralatan praktik.

Berkaitan dengan indikator “setiap sekolah memiliki guru
berkualifikasi S1/D-IV minimal 70% dari jumlah guru yang dimiliki”
yang mencapai 86,28%, sedang “setiap sekolah memiliki guru yang
bersertifikasi pendidik minimal separuh dari jumlah guru yang
berkualifikasi S1/D-IV atau 35%” yang mencapai 76,47%, Kepala
Seksi Pendidikan Dasar SMP/MT's menyatakan:

“Sebenarnya dalam proses rekruitmen baik guru PNS maupun

honor disyaratkan yang berkualifikasi S1/D-IV. Bahkan sudah

mulai mengharuskan berasal dari disiplin ilmu yang linier
dengan mata pelajaran yang akan diampunya. Namun, karena
keterbatasan SDM dengan kualifikasi dan sertifikasi tersebut,
dan untuk menghindari kekosongan dan mengganggu proses
belajar, sebagian guru PNS direkrut dari lulusan S1/D-IV dari
non kependidikan. Sedangkan di beberapa sekolah swasta ada
yang direkrut dari lulusan D-III. Tapi kedepannya, semua guru

berasal dari lulusan kependidikan, dan memiliki sertifikasi
sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan.”
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Hasil penelitian terhadap indikator “setiap sekolah memiliki
guru berkualifikasi S1/D-IV minimal 70% dari jumlah guru yang
dimiliki dan minimal separuh dari jumlah guru yang berkualifikasi
S1/D-IV atau 35% bersertifikasi pendidik” tersebut, dapat dipahami
bahwa rata-rata capaian indikator Kketersediaan guru yang
berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikasi pendidik sebesar 81,38%.
Artinya masih terdapat kesenjangan 18,62% dari SPM.

Rata-rata pencapaian sebesar 25,98% terdapat pada indikator
“setiap sekolah minimal memiliki masing-masing satu orang guru yang
bersertifikasi guru Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris”. Pencapaian dari masing-masing guru bersertifikasi yaitu
35,29% untuk guru bersertifikasi pendidik Matematika, 3,92% untuk
guru bersertifikasi pendidik IPA, 27,45% untuk guru bersertifikasi
pendidik Bahasa Indonesia, dan 37,25% untuk guru bersertifikasi
pendidik Bahasa Inggris. Dengan demikian kesenjangan pencapaian
indikator ini masih cukup besar yakni 74,02% dari SPM.

Berkaitan dengan indikator “Setiap kepala sekolah SMP/MTs
telah memiliki kualifikasi S1/D-IV dan sertifikasi sebagai pendidik”
yang rata-rata pencapaiannya adalah 99,03% dimana capaian ini sudah
cukup berhasil. Bahkan tingkat pencapaian indikator kepala sekolah
yang memiliki sertifikasi sebagai pendidik mencapai 100%. Sedangkan
tingkat pencapaian indikator kepala sekolah berkaulifikasi S1/D-IV
mencapai 98,04%. Namun masih ada kesenjangan 0,97% dari SPM.

Dengan demikian indikator ini dapat dikatakan belum tercapai.
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Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan:
“Kebijakan pengangkatan kepala sekolah adalah direkrut dari
guru senior. Dengan demikian, dapat dipastikan kalau mereka
sudah bersertifikasi dan berpengalaman sebagai pendidik
meskipun ada yang kualifikasi pendidikannya masih D-I11.”
Sebenarnya indikator tersebut sudah cukup berhasil dan
memenuhi SPM. Keberadaan satu orang kepala sekolah yang masih
berkualifikasi dibawah S1/D-IV, penempatannya pada sekolah yang
berada di kecamatan pedalaman dimana di sekolah tersebut belum ada
guru baik senior maupun junior yang berkualifikasi S1/D-IV. Selain itu
pengangkatan kepala sekolah masih dipengaruhi oleh faktor politis. Ini
ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang menyatakan:
“Pengangkatan kepala sekolah merupakan kewenangan Bupati.
Di sekolah yang berada di wilayah kecamatan pedalaman
masih sulit dicari yang berkualifikasi S1/D-IV. Kalaupun
pernah ada penempatan guru yang berkualifikasi S1/D-IV
disana, ternyata mereka diluluskan untuk mutasi ke kota.
Masalah mutasi guru inilah yang seringkali dipengaruhi faktor
politis dan ketidakkonsistenan dalam penempatan guru.”
Berkaitan dengan indikator “setiap orang pengawas
berkualifikasi S1/D-IV dan setiap orang pengawas bersertifikasi
sebagai pendidik” yang mencapai 85,71%, Kepala Dinas Pendidikan
juga menyatakan hal yang sama seperti tentang pengangkatan kepala
sekolah. Yaitu adanya faktor politis dan ketidakkonsistenan dalam
pengangkatan pengawas sekolah. Untuk indikator ini terjadi

kesenjangan sebesar 14,29% dari SPM sehingga indikator ini dapat

dikatakan belum tercapai.
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Kenyataannya meskipun jumlah kelas mencukupi untuk peserta
didik, akan tetapi berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik)
Kabupaten Nunukan, Angka Partisipasi Murni (APM) baru mencapai
56,80% yang berarti bahwa sebanyak 43-44 anak dari 100 anak usia
13-15 tahun tidak bersekolah di SMP/MTs. Sedangkan Angka
Partisipasi Kasar (APK) baru mencapai 73,56%. Kondisi ini
dibenarkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang menyebutkan
bahwa tidak semua anak lulus dari jenjang SD/MI melanjutan ke
SMP/MTs. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Data angka putus lanjut dari
SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa
selama 3 tahun terakhir (2013-2015) jumlah lulusan SD/MI usia 13-15
tahun yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs masing-masing 100 dari
3172 anak pada tahun 2013 (3,2%), 189 dari 3372 anak pada tahun
2014 (5,6%), dan 244 dari 3519 anak pada tahun 2015 (6,9%). Data
tersebut semakin tegas menunjukkan belum tercapainya pemerataan
akses pelayanan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun untuk anak
usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs meskipun secara kuantitas
jumlah ruang kelas mencukupi. Itu berarti pencapaian indikator
ketersediaan ruang kelas belum menjamin pemerataan akses pelayanan
pendidikan dasar bagi anak usia 13-15 tahun. Namun demikian jika
seluruh anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs maka akan
terdapat kekurangan kelas yang cukup signifikan.
Terkait dengan SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs itu sendiri,

sebagian besar masyarakat belum memahami sepenuhnya sebenarnya
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apa hak-hak mereka yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah
dalam mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Hal ini
disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak
yang semestinya didapatkan dalam pelayanan pendidikan. Disisi lain,
aparatur pelaksana pada Dinas Pendidikan di daerah sendiri belum
memahami sepenuhnya apa yang harus dilakukan dalam memenuhi
pencapaian indikator SPM. Dengan demikian secara kelembagaan ada
kesenjangan persepsi antara harapan SPM dengan persepsi aparatur
Dinas Pendidikan di daerah tentang SPM. Oleh karenanya perlu
adanya peningkatan pemahaman aparatur Dinas Pendidikan baik
aparatur pengambil keputusan maupun pelaksana keputusan. Sehingga
program-program dan kegiatan benar-benar diprioritaskan pada
pemenuhan indikator SPM Pendidikan Dasar.

b. Analisis pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh
Satuan Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, pencapaian indikator SPM

Pendidikan Dasar SMP/MTS oleh Satuan Pendidikan dalam penelitian

ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel 4.35 berikut:
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Tabel 4.35
Gambaran Pencapaian Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MT's
oleh Satuan Pendidikan
Indikator SPM Pelayanan Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pngka.t o
Pendidikan encapaian | Gap (%)
(%)

1 | Setiap SMP/MTs tersedia buku teks yang sudah ditetapkan | 0,00 100,00
kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran
dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik.

2 | Setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku | P. 0,00 P. 100,00
referensi. R. 100,00 R. 0,00

Rt=50,00 Rt=50,00

3 | Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satwan | 100,00 0
pendidikan, termasuk membuat rencana pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas
tambahan.

4 | Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran | Pr. 100,00 Pr. 0,00
selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka Kelas VII | T. 100,00 T. 0,00
—IX : 27 jam per minggu. Rt=100,00 Rt=0,00

5 | Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan { 100,00 0,00
pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.

6 | Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) | 100,00 0,00
yang disusun berdasarkan silabus untuk masing-masing mata
pelajaran yang diampunya.

7 | Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian | 100,00 0,00
untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar siswa.

8 | Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan | 100,00 0,00
balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;

9 | Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran | 100,00 0,00
serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah
pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar
peserta didik.

10 | Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil | 100,00 0,00
ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas
(UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik
dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di
kabupaten/kota pada setiap akhir semester.

11 | Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen | 100,00 0,00
berbasis sekolah (MBS).

Ket.: P=Buku Pengayaan, R=Buku Referensi, Pr=Proses Pembelajaran, T=Tatap
Muka, Rt=Rata-Rata (Sumber: Penulis)

Gambaran pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar

SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan sebagaimana tabel 4.35 diatas dari

hasil penelitian di 14 (empat belas) sekolah yang menjadi sampel
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penelitian teridentifikasi indikator-indikator yang telah tercapai, yaitu:
1) Jam kerja setiap guru di setiap sekolah 37,5 jam per minggu yang

mencapai 100%;

2) Proses pembelajaran di setiap sekolah 34 minggu per tahun dan
kegiatan tatap muka 27 jam per minggu di setiap sekolah yang
mencapai 100%;

3) Setiap sekolah menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku
yang mencapai 100%;

4) Setiap guru menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabus
untuk setiap mata pelajaran yang diampunya yang mencapai 100%;

5) Setiap guru melakukan pengembangan dan penerapan program
penilaian mencapai 100%;

6) Frekwensi kepala sekolah melakukan supervisi ke kelas-kelas 2
kali per semester mencapai 100%;

7) Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi belajar peserta
didik setiap akhir semester kepada kepala sekolah mencapai 100%;

8) Setiap kepala sekolah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK,
US/UN kepada Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian
Agama mencapai 100%; dan

9) Setiap sekolah menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) telah mencapai 100%.

Menanggapi keberhasilan pencapaian indikator tentang jam
kerja guru 37,5 jam perminggu, para kepala sekolah menjelaskan

sebagai berikut:
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“Proses belajar mengajar telah ditetapkan 6 hari seminggu,
yaitu Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai pukul 7.15 sampai
dengan 13.30. bagi guru yang tidak taat pada jam kerja tersebut
harus terima konsekwensi baik berupa pemotongan TPP
maupun tidak terima tunjangan sertifikasi. Jadi reward dan
punishment inilah yang menjadi salah satu pendorong
kedisiplinan kerja guru.”

Mengenai proses pembelajaran 34 minggu pertahun dan
kegiatan tatap muka 27 jam perminggu di setiap sekolah, para kepala
sekolah dan guru menyatakan bahwa hal ini sudah menjadi komitmen
dan diatur dalam ketentuan tentang proses belajar mengajar. Oleh
karenanya setiap sekolah telah melaksanakan standar tersebut.

Sedangkan tentang indikator “setiap sekolah menerapkan
KTSP sesuai ketentuan yang berlaku” yang mencapai 100%, para
kepala sekolah yang menjadi sumber informasi menyatakan:

“Proses belajar mengajar telah ditetapkan 6 hari seminggu,
yaitu Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai pukul 7.15 sampai
dengan 13.30. bagi guru yang tidak taat pada jam kerja tersebut
harus terima konsekwensi baik berupa pemotongan TPP
maupun tidak terima tunjangan sertifikasi. Jadi reward dan
punishment inilah yang menjadi salah satu pendorong
kedisiplinan kerja guru. Selain itu juga disiplin guru
berpengaruh terhadap PKG (Penilaian Kinerja Guru) yang
berdampak pada SKP (Sasaran Kerja Pegawai) sebagai syarat
untuk kenaikan pangkatnya.”

Mengenai indikator “setiap guru menerapkan RPP yang
disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang
diampunya” yang mencapai 100% dan “setiap guru melakukan
pengembangan dan penerapan program penilaian” yang mencapai

100%, salah seorang guru yang menjadi sumber informasi

menyatakan:
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“Setiap guru memang diharuskan menyusun rencana proses
pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus untuk setiap mata
pelajaran yang diampu dan selanjutnya untuk diterapkan dalam
proses belajar mengajar. Demikian juga tentang kewajiban
melakukan  pengembangan dan  penerapan  program
penilaian.Kepala sekolah selalu mengingatkan tentang hal ini,
sehingga kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin dan budaya
kerja bagi guru.”

Sedangkan untuk indikator “frekwensi kunjungan kepala
sekolah melakukan supervisi ke kelas-kelas 2 kali per semester” yang
mencapai 100%, koordinator pengawas SMP/MTs menjelaskan
sebagai berikut:

“Setiap kepala sekolah sudah melakukan kunjungan ke kelas-

kelas saat belajar mengajar berlangsung. Meskipun minimal 2

kali setiap semester harus dilakukan, tetapi sebagian besar

melakukan kunjungan kelas lebih dari 2 kali dalam setiap
semester. Hal ini dilakukan untuk memonitoring apakah proses
belajar benar-benar dilaksanakan oleh guru dan sesuai dengan

RPP dan jadwal tematik setiap pertemuan tatap muka atau

tidak.”

Selanjutnya mengenai indikator “setiap guru menyampaikan
laporan hasil evaluasi belajar peserta didik setiap akhir semester
kepada kepala sekolah” yang mencapai mencapai 100%, para kepala
sekolah menyatakan:

“Penyampaian laporan hasil evaluasi peserta didik adalah
kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh setiap guru di setiap
akhir semester. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan
prestasi siswa. Sehingga menjadi bahan evaluasi bagi setiap
guru  dalam  mengembangkan pola atau  model
pembelajarannya.”

Indikator “setiap kepala sekolah menyampaikan laporan hasil

UAS, UKK, US/UN kepada Dinas Pendidikan dan/atau Kantor

Kementerian Agama” yang mencapai 100%, semua kepala sekolah
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menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin
yang dilakukan setiap usai UAS, UKK, US dan UN.
Sementara itu indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh

Satuan Pendidikan yang belum tercapai antara lain adalah:

1) Tiap-tiap SMP/MTs yang telah menyediakan buku teks yang sudah
ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata
pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik
mencapai 0%.

2) Setiap SMP/MTs yang telah memiliki 200 judul buku pengayaan
mencapai 0% dan buku referensi mencapai 100% sehingga rata-
rata pencapaian indikator ini sebesar 50%.

Berkaitan dengan pencapaian indikator “setiap SMP/MTs
menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh
Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan
satu set untuk setiap perserta didik” dan indikator “Setiap
SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan” yang mencapai
0%, beberapa kepala sekolah mengungkapkan bahwa:

“Pemenuhan kebutuhan tentang buku teks dan buku

pengayaan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan yang

dalam hal ini menjadi tupoksi Kepala Bidang Sarana dan

Prasarana. Sekolah sudah melaporkan jumlah siswa dan

jumlah buku teks dan buku pengayaan yang tersedia. Jadi

tinggal menunggu pengadaan dan distribusi buku teks dan
buku pengayaan dari Dinas Pendidikan saja”

Sementara itu, salah seorang informan kepala sekolah

menyatakan:

“Sebenarnya kebutuhan buku teks tahun lalu sudah bisa
terpenuhi. Akan tetapi muncul terjadinya kasus korupsi
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dalam pengadaan buku, dimana jumlah buku yang diterima
tidak sesuai dengan jumlah pengadaannya. Oknum
pelakunya juga sudah divonis dan menjalani hukuman.”
Menanggapi keberhasilan pencapaian indikator

“ketersediaan buku referensi minimal 20 judul buku setiap
sekolah”, salah seorang kepala sekolah yang menjadi sumber
informasi menyatakan:
“Untuk penyediaan buku referensi di setiap sekolah di
target hanya 20 judul buku, sehingga kebutuhan anggaran
untuk pengadaan buku tersebut tidak terlalu banyak. Itulah
kenapa setiap sekolah telah memenuhi target dari
ketersediaan buku referensi ini. Tidak seperti buku teks dan
buku pengayaan yang membutuhkan anggaran yang cukup
besar.”
Namun demikian, meski buku referensi telah tersedia dan
mencapai 100% tetapi keetrsediaan buku pengayaan masih 0%.
Artinya rata-rata pencapaian indikator ini sebesar 50% atau masih
ada kesenjangan sebesar 50% dari SPM untuk penyediaan buku
pengayaan dan buku referensi.
2. Analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian indikator
SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs
Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pencapaian indikator
SPM/MTs, teridentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs baik oleh
Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun Satuan Pendidikan.
a. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian indikator SPM
Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan

sebagai berikut:
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1) Faktor-faktor pendukung pencapaian indikator SPM Pendidikan

Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan antara lain:

a) Ada ketersediaan ruangan untuk guru dan kepala sekolah

b) Ada kebijakan rekruitmen tenaga guru honor untuk memenuhi
kebutuhan guru

¢) Ada standar dan kebijakan internal yang mengatur frekwensi
kunjungan pengawas ke sekolah-sekolah dan dukungan
anggaran untuk kegiatan tersebut

Standar dan kebijakan internal Dinas Pendidikan yang
mengharuskan pengawas melakukan kunjungan ke sekolah-
sekolah secara regular untuk memonitor perkembangan proses
belajar dan kinerja guru dan non guru menjadi faktor
pendukung kinerja pengawas. Kebijakan ini juga didukung
dengan ketersediaan anggaran untuk membiayai kunjungan
para pengawas. Hal ini sesuai dengan penjelasan koordinator
pengawas sebagai berikut:

“Kami sudah diinstruksikan untuk melakukan
kunjungan secara reguler ke sekolah-sekolah. Untuk
itu pihak Dinas Pendidikan mengalokasikan
anggaran untuk biaya kunjungan tersebut.”

d) Ada standar dan kebijakan internal yang mengatur tentang
penyusunan perencanaan pengembangan kurikulum dan proses
pembelajaran dan petunjuk pelaksanaannya

Berkaitan dengan faktor pendukung ini, Sekretaris
Dinas Pendidikan mengungkapkan, bahwa di Pemerintah

Kabupate Nunukan melalui Dinas Pendidikan telah membentuk
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tim penyusun dan perencana pengembangan kurikulum dan
proses pembelajaran serta petunjuk pelaksanaannya melalui
Keputusan Bupati.

2) Faktor-faktor penghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan
Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan antara lain:
a) Kondisi geografis dan demografis

Kabupaten Nunukan memiliki wilayah yang terpisah
yaitu di 3 pulau (Pulau Kalimantan, Pulau Nunukan dan Pulau
Sebatik) dimana kecamatan-kecamatan di wilayah Pulau
Kalimantan seperti Krayan, Krayan Selatan, dan Lumbis
Ogong sangat sulit dijangkau. Selain itu letak pemukiman-
pemukiman di ketiga kecamatan ini sangat jauh antara satu
pemukiman dan pemukiman yang lain. Selain kondisi
geografis, juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang masih
sangat sedikit yang dimiliki oleh pemukiman-pemukiman
tersebut. Ini menyulitkan dalam menentukan dimana lokasi
sekolah akan disediakan. Kondisi inilah yang menghambat
penyediaan satuan pendidikan yang terjangkau jaraknya dari
pemukiman permanen dengan berjalan kaki.

b) Partisipasi masyarakat yang rendah dalam penataan jumlah
ideal rombongan belajar di setiap sekolah

Partisipasi masyarakat rendah, khususnya di wilayah
kecamatan-kecamatan yang ada di Pulau Nunukan dan Pulau

Sebatik, dimana penduduknya cukup padat, berpengaruh
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terhadap penataan jumlah ideal rombongan belajar. Sebagian
besar orang tua menginginkan anaknya bersekolah di sekolah
negeri yang jaraknya dekat dengan rumah mereka. Meski ada
sekolah SMP/MTs swasta yang dekat mereka lebih memilih ke
sekolah negeri yang terdekat. Akibatnya terdapat sekolah
negeri yang berlebihan jumlah siswanya dibanding dengan
jumlah kelas yang tersedia. Disisi lain terdapat sekolah swasta
yang jumlah siswanya justru lebih sedikit dari jumlah kelasnya.

¢) Ada miss-persepsi masyarakat tentang sekolah negeri dan
swasta
Berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat
diatas, ternyata pencapaian indikator SPM oleh Kabupaten
Nunukan juga dipengaruhi oleh miss-persepsi oleh sebagian
orang tua siswa. Mereka menganggap sekolah swasta
mempunyai mutu yang kurang dibanding sekolah negeri. Inilah
juga yang menyebabkan sekolah negeri berlebihan siswanya
dan sekolah swasta berkekurangan siswa. Kondisi ini
disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat bahwa mutu
pendidikan bukan disebabkan oleh status sekolahnya tetapi
input yang tersedia dan proses pelayanan pendidikan itu
sendiri.
d) Ada kesenjangan sarana dan prasaran antar sekolah
Pencapaian indikator SPM oleh Kabupaten Nunukan

juga terhambat oleh faktor kesenjangan sarana dan prasarana
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yang dimiliki antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya.
Terlebih antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Inilah
salah satu yang memicu kesenjangan mutu pendidikan antar
sekolah yang berakibat pada miss-persepsi masyarakat tentang
mutu sekolah.

e) Ada keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan sarana
dan prasarana sekolah
Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk memenuhi
kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah juga menjadi
hambatan tersendiri dalam pencapaian indikator SPM. Terlebih
bagi sekolah swasta yang bergantung pada bantuan yayasan
atau partisipasi orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana sekolah. Sehingga sekolah swasta
kesulitan dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang
memadai.
f) Kebutuhan SDM guru yang sesuai kualifikasi dan sertifikasi
belum terpenuhi
Meskipun secara kuantitas kebutuhan guru untuk setiap
mata pelajaran terpenuhi, akan tetapi sebagian guru yang
tersedia belum berkualifikasi S1/D-IV. Bahkan jumlahnya
makin menyusut jika dituntut harus bersertifikasi sebagai
pendidik karena sebagian guru bukan bersertifikasi sebagai
pendidik, dan semakin sedikit lagi SDM guru yang

bersertifikasi pendidik untuk mata pelajaran Matematika, IPA,
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Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Belum terpenuhinya
kebutuhan guru yang berkualifikasi dan bersertifikasi pendidik
sesuai mata pelajaran tersebut berdampak pada mutu pelayanan
pendidikan yang diberikan sekolah.
g) Penempatan guru di setiap sekolah belum merata
Penempatan SDM guru yang belum merata merupakan
salah satu faktor penghambat pencapaian indikator SPM. Hal
ini disebabkan adanya ketidakkonsistenan para pengambil
keputusan yang berwenang dalam penempatan guru. Hal ini
ditunjukkan oleh bertumpuknya jumlah guru di sekolah-
sekolah di Pulau Nunukan dan Sebatik. Sementara di sekolah-
sekolah lain di luar kedua Pulau ini masih kurang. Kondisi ini
salah satu yang menyebabkan kesenjangan mutu pelayanan
pendidikan antar sekolah di kota dan di desa/pedalaman.
h) Ada pengaruh politis dalam penempatan guru dan
pengangkatan kepala sekolah dan pengawas
Dalam hal penempatan guru dan pengangkatan kepala
sekolah dan pengawas masih dipengaruhi oleh nuansa politis.
Sehingga banyak guru yang seharusnya bertugas di wilayah
kecamatan di luar Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik, berpindah
tugas ke Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Demikian juga
dengan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas. Terdapat
pengawas dan kepala sekolah yang belum berkualifikasi S1/D-

IV dan bersertifikasi pendidik diangkat sebagai kepala sekolah
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dan pengawas dikarenakan unsur politis. Ini menunjukkan
adanya ketidakkonsistenan dalam penataan dan penempatan
guru dan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas. Kondisi
ini berakibat pada kesenjangan jumlah guru di sekolah-sekolah
yang ada di Pulau Nunukan dan Sebatik dengan yang ada di
luar kedua pulau tersebut. Terjadi pula kesenjangan personal
antara guru senior yang merasa dirinya sudah layak dan
memenuhi syarat menjadi kepala sekolah atau pengawas
dengan kepala sekolah dan pengawas yang sudah diangkat.

Berkaitan dengan pengangkatan kepala sekolah,
sebenarnya selain dipengaruhi faktor politis juga dipengaruhi
faktor geografis dan faktor sosial budaya. Hal ini dijelaskan
oleh informan pengawas sebagai berikut:

“Ada 1 sekolah yang kepala sekolahnya belum
berkualifikasi S1/D-IV. Tetapi letaknya di pedalaman.
Sebagian besar guru yang pernah disana mengajukan
mutasi ke kecamatan lain terutama ke Pulau Nunukan
karena disini lebih ramai. Bahkan mereka menolak
untuk menjadi kepala sekolah. Selain itu, adanya
permintaan  masyarakat setempat agar kepala
sekolahnya diangakat dari orang yang berasal dari
daerah tersebut.”

Dengan demikian faktor politis, geografis dan sosial
budaya menjadi penghambat dalam pencapaian indikator
“setiap kepala sekolah harus berkualifikasi S1/D-IV”. Namun
demikian jika dilihat dari rata-rata pencapaian, sebenarnya

indikator ini sudah cukup berhasil yakni 99,02%. Karena hanya

satu sekolah yang kepala sekolahnya belum berkualifikasi
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S1/D-IV.
b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian indikator SPM
Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan
1) Faktor-faktor pendukung pencapaian indikator SPM Pendidikan

Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan antara lain:

a) Pembagian tugas mengajar baik guru PNS maupun guru honor
oleh Dinas Pendidikan sesuai kebutuhan mata pelajaran yang
diajarkan di setiap sekolah

b) Ada partisipasi guru dalam memenuhi kebutuhan buku
referensi yang dibutuhkan untuk mata pelajaran yang
diampunya di setiap sekolah

c) Ada standar dan kebijakan yang mengatur tentang jam kerja
guru dan sanksi yang tegas melalui pemotongan tunjangan dan
sertifikasi, penundaan kenaikan pangkat bagi yang memiliki
hasil PKG dan penilaian SKP yang tidak memenuhi syarat

d) Konsistensi dan ketaatan sekolah dan guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran, kegiatan tatap muka,
penerapan KTSP, penerapan RPP, dan pengembangan dan
penerapan program penilaian sesuai standar yang ditetapkan

e) Ketaatan dan konsistensi kepala sekolah dalam melakukan
supervisi kelas sesuai standar yang ditetapkan

f) Ketaatan guru dan kepala sekolah sekolah dalam
menyampaikan laporan hasil evaluasi belajar siswa setiap

semester, hasil UAS, UKK, US/UN
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g) Ketaatan dan konsitensi sekolah dalam melaksanakan MBS

2) Faktor-faktor penghambat pencapaian indikator SPM Pendidikan

Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan antara lain:

a) Keterbatasan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk
memenuhi kelengkapan buku teks yang memadai untuk peserta
didik; dan

b) Keterbatasan anggaran satuan pendidikan dalam memenuhi
kebutuhan buku pengayaan yang memadai di sekolahnya
masing-masing.

Berdasarkan uraian tentang faktor pendukung dan penghambat
pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs baik oleh
Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh Satuan Pendidikan diatas
dapat dianalisis dan dipetakan dengan menggunakan metode analisis SWOT
untuk memperoleh gambaran faktor-faktor kekuatan, kelemahan,

kesempatan dan ancaman yang ditunjukkan oleh table 4.36 berikut:
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Strengths (Kekuatan)

Weaknesses (Kelemahan)

Jumlah kelas SMP/MTs yang cukup memadai untuk jumlah penduduk usia
sekolah SMP/MTs (13-15 tahun)

Kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya di
wilayah pedalaman

2. | Jumlah SDM PTK yang cukup memadai Kurangnya SDM PTK yang berkualifikasi S1/D-IV dan
3. | Komitmen dan ketaatan PTK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersertifikasi pendidik
4. | Adanya kebijakan dan standar internal yang mengatur tentang jam kerja guru, Kurangnya SDM tenaga guru yang bersertifikasi
kunjungan pengawas, dan supervise kelas oleh kepala sekolah pendidik untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa
5. | Adanya dukungan anggaran untuk pembiayaan kunjungan pengawas ke Indonesia dan Bahasa Inggris
sekolah-sekolah Belum meratanya penempatan SDM guru yang
6. | Komitmen dan ketaatan satuan pendidikan dalam melaksanakan MBS bersertifikasi pendidik untuk mapel Matematika, IPA,
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang ada
Belum memadainya alokasi anggaran untuk
penyediaaan ruang laboratorium, peralatan praktik IPA,
pengadaan buku teks dan buku pengayaan
Kurangnya sosialisasi tentang SPM kepada masyarakat
oleh Dinas Pendidikan
Rendahnya komitmen pejabat pengambil keputusan
dalam penempatan tenaga guru
Opportunities (Kesempatan) Treaths (Ancaman)
1. | Adanya kebijakan tentang otonomi daerah Menurunnya partisispasi masyarakat dalam upaya
2. | Adanya kebijakan anggaran pendidikan 20% dari APBD/APBN pemerataan pendidikan
3. | Adanya kebijakan tentang Wajib Belajar 9 Tahun Kemungkinan perubahan regulasi tentang standar
4. | Adanya kebijakan tentang SPM Pendidikan Dasar penyelenggaraan pendidikan dasar
5. | Adanya kebijakan tentang sanksi bagi guru, kepala sekolah dan pengawas yang Kemungkinan perubahan kebijakan di bidang
tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku pendidikan akibat pergantian kepala daerah
6. | Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan
7. | Adanya kebijakan percepatan pembangunan di daerah 3 T dimana Nunukan

termasuk sebagai daerah 3T

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42460.pdf



42460.pdf

138
3. Implikasi gap (kesenjangan) terhadap upaya pemerataan akses dan
peningkatan mutu pendidikan

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor baik yang mendukung
maupun yang menghambat dalam pencapaian indikator SPM Pendidikan
Dasar SMP/MTs baik oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh
satuan pendidikan SMP/MTs yang menjadi sampel penelitian,
menyebabkan terjadinya kesenjangan antara target pelayanan pendidikan
yang diharapkan dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan.

Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Umaedi (2000) yang
dikutip oleh Sri Sumarni dalam thesisnya (2010) yang menyatakan bahwa
salah satu faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami
peningkatan secara merata adalah kebijakan dan penyelenggaraan
pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production
JSunction ataw input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara
konsekwen. Pendekatan ini melihat bahwa sekolah berfungsi sebagai pusat
produksi SDM yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang
diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka sekolah akan
menghasilkan output SDM yang dikehendaki.

Sri Sumarni sendiri dalam thesisnya (2010) menambahkan bahwa
mutu pendidikan yang tidak mengalami peningkatan secara merata juga
discbabkan karena penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara
birokratik-sentralistik. Dikaitkan dengan hasil penelitian ini, memang
Nampak bahwa pihak sekolah masih sangat bergantung dengan keputusan

birokratis dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta pasokan sumber daya
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manusia tenaga pendidik sebagai input pelayanan pendidikan. Artinya posisi
sekolah hanya menunggu “kebaikan hati” pemerintah.

Kesenjangan input yang dimiliki oleh sekolah swasta dibanding
sekolah negeri juga mempengaruhi citra sekolahnya. Inilah yang
menyebabkan sekolah swasta kekurangan siswa dibanding sekolah negeri.
Masyarakat menganggap sekolah swasta memiliki mutu yang rendah
dibanding sekolah negeri dilihat dari sarana dan prasarananya. Kondisi ini
sesuai dengan pendapat Steve Macaulay dan Sarah Cook (1997) yang dikutip
oleh Marhany VP. Pua dalam thesisnya (2010:24) yang menyatakan bahwa
pelayanan merupakan citra organisasi yang diantaranya tercermin dari
kualitas produk dan layanan yang dihasilkan dan cara karyawan memberikan
pelayanan. Cara karyawan dalam memberikan pelayanan tentu saja
dipengaruhi sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan dalam
memberikan pelayanan.

Kesenjangan antara pencapaian indikator SPM dengan target SPM
Pendidikan Dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan, menunjukkan
terjadinya kesenjangan (gap) kualitas pelayanan baik yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh Satuan Pendidikan SMP/MT's
dimana dalam kenyataannya pelayanan yang diberikan belum sesuai standar
pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Gap kualitas pelayanan terjadi
akibat dari akumulasi dari gap persepsi manajemen, gap persepsi kualitas,
gap kinerja pelayanan, dan gap komunikasi pasar sebagaimana model
kualitas pelayanan yang diformulasikan oleh Zeithhaml, Parasuraman dan

Berry (1990).
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Gap persepsi manajemen ditunjukkan oleh adanya perbedaan antara
harapan-harapan indikator SPM dengan persepsi manajemen terhadap
harapan-harapan indikator tersebut. Pemerintah daerah sebagai pihak
pelaksana SPM mempersepsi pelayanan minimal yang diberikan kepada
masyarakat merupakan kondisi “minimal” dari sudut pandangnya. Padahal
scharusnya istilah “minimal” dari sudut pandang SPM mengandung arti
“optimal”  bagi  pemerintah daerah. Ini  disebabkan  tidak
dimanfaatkannya/diakomodirnya indikator SPM serta terlalu banyak
tingkatan manajemen birokrasi dalam pengambilan keputusan. Gap persepsi
kualitas ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara persepsi manajemen
tentang harapan-harapan indikator SPM dengan spesifikasi kualitas
pelayanan yang dirumuskan. Penyebab terjadinya gap ini adalah lemahnya
komitmen birokrasi daerah terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Gap
kinerja pelayanan ditunjukkan oleh perbedaan antara pelaksanaan pelayanan
dengan spesisifikasi kualitas pelayanan yang telah dirumuskan dalam SPM.
Salah satu penyebab kesenjangan ini adalah kurang tepatnya program-
program yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan tuntutan indikator
SPM. Gap komunikasi pasar ditunjukkan dengan adanya perbedaan
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan komunikasi
eksternal terhadap masyarakat dan satuan pendidikan. Penyebab kesenjangan
ini antara lain adalah adanya kecenderungan untuk mengobral janji.
Misalnya, alokasi anggaran bidang pendidikan 20% dari APBD akan
sanggup memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan dasar. Padahal angka

20% dari jumlah APBD ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan input
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bagi pelayanan pendidikan. Semisal kebutuhan input untuk pelayanan
pendidikan sebesar 300 miliar, sedang APBD sebesar 1 triliun, ini berarti
alokasi anggaran untuk pendidikan 200 miliar. Artinya alokasi anggaran
20% dari APBD belum mencukupi kebutuhan pelayanan pendidikan.

Kesenjangan-kesenjangan yang terjadi diatas menjadi penghambat
dalam upaya pemerataan akses pelayanan pendidikan antar wilayah
kecamatan, antar sekolah, dan antar sekolah negeri dan swasta. Sehingga
berakibat pada ketidakseimbangan kualitas pendidikan antar sekolah antar
kecamatan, antar sekolah negeri dengan sekolah negeri lainnya, dan antar
sekolah negeri dengan sekolah swasta. Menanggapi kondisi ini, Sekretaris
Dinas Pendidikan menyatakan:

“Beberapa tahun terakhir, setiap pengumuman UN diumumkan,

prestasi nilai UN terbaik selalu diraih oleh pelajar dari Pulau

Nunukan, disusul Sebatik. Selain itu didominasi oleh sekolah negeri.

Memang masih ada kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah

kecamatan bahkan antar sekolah negeri dan swasta.”

Selain itu, dampak kesenjangan dapat terlihat dari status akreditasi
sekolah ditetapkan secara nasional. Dari 51 SMP/MTs yang ada, 6 sekolah
terkareditasi A, 12 sekolah terakreditasi B, 11 sekolah terakreditasi C dan
sisanya 22 sekolah belum terakreditasi. Tentang hal ini Kepala Bidang
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nunukan, menjelaskan:

“sekolah yang terakreditasi A telah memenuhi standar sarana dan

prasarana yang ditetapkan yakni 120 sampai dengan 136 item,

sementara yang terakreditasi B hanya memenuhi 100 sampai dengan
kurang dari 120 item, sedangkan yang terakreditasi C hanya
memenuhi 80 sampai dengan 100 item persyaratan akrediatasi.

Kurang dari itu tidak terkareditasi.”

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa masih banyak

sekolah SMP/MTs yang belum memenuhi standar akreditasi yang
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dipersyaratkan. Selain itu menunjukkan kesenjangan mutu pendidikan antar
sekolah. Padahal aspek input dalam pelayanan pendidikan sangat penting
untuk meningkatkan mutu.

Disisi lain, capaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs
belum dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan
pemerataan akses pelayanan pendidikan dasar SMP/MT's bagi anak usia 13-
15 tahun. Ketersediaan sekolah SMP/MTs di ibu kota kecamatan di daerah
pedalaman misalnya, meski jumlah kelas berbanding lurus dengan jumlah
anak usia 13-15 tahun di daerah tersebut, akan tetapi jumlah anak yang tidak
bersekolah di SMP/MTs cukup banyak yakni 43-44 orang anak dalam 100
orang anak. Jumlah anak yang tidak bersekolah tersebut terdiri dari putus
sekolah dan putus lanjut. Penyebab kondisi ini adalah jarak geografis yang
cukup jauh antara pemukiman anak-anak usia 13-15 tahun berasal dengan
letak sekolah. Inilah mengapa meski sudah tersedia sekolah dengan jumlah
kelas yang cukup memadai, namun karena keberadaannya di ibu kota
kecamatan dan sulit dijangkau, maka indikator ini tetap tidak mempengaruhi
pemerataan akses pelayanan pendidikan. Berdasarkan kondisi tersebut,
maka dapat dipahami bahwa meskipun pemerintah berupaya menyediakan
lembaga sekolah di wilayah pedalaman tidak serta merta dapat
menyelesaikan masalah pemerataan akses pelayanan pendidikan. Oleh
karenanya, perlu ada solusi yang tepat dan upaya agar anak-anak putus
sekolah dan putus lanjut tersebut dapat bersekolah. Misalnya melalui
pembentukan kelompok-kelompok belajar di pemukiman masing-masing

yang kemudian difilialkan dengan sekolah yang ada di kecamatan atau
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melalui jalur pendidikan nonformal kesetaraan paket B, atau jika
memungkinkan melalui pendidikan rumah (homeschooling) yang dijamin
legalitasnya. Dengan demikian tanpa menyediakan sarana dan prasarana
SMP/MTs formal, anak-anak putus sekolah dan putus lanjut tetap dapat
melanjutkan sekolahnya dengan waktu belajar yang lebih fleksibel.
Sehingga indikator penyediaan lembaga sekolah dengan jarak maksimal 6
km perlu dikaji kembali untuk karakteristik daerah pedalaman yang kondisi
geografisnya sulit dijangkau.

4. Matrikulasi perbandingan antara hasil penelitian dengan penelitian terdahulu
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan diatas,
dipeorleh gambaran perbandingan antara hasil penelitian peneliti dengan

penelitian terdahulu sebagaimana digambarkan oleh tabel 4.37 berikut:
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Matrikulasi Perbandingan Antara Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No. Hasil Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian Penulis

1. | Tesis berjudul “Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Tesis berjudul “Pencapaian Indiaktor SPM Dikdas
Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Kecamatan Sangir Kabupaten Solok)” | SMP/MTs di Kabupaten Nunukan”. Hasil penelitian
oleh Herwin, S.T (2014). Analisis gap menghasilkan antara lain: dengan menggunakan analisis gap antara lain:

a. Ruang kelas dan guru telah berlebih di Kecamatan Sangir bila | a. Ruang kelas lengkap dengan meja kursi untuk peserta
distribusi siswa dan guru mengacu kepada SPM Dikdas, bahkan didik masih kurang 7,89%.
terkesan boros. b. Jumlah guru sudah mencukupi tapi tidak sampai
b. Jumlah guru pada tahun 2010 masih berlebih hingga tahun 2015. berlebihan.
¢. Jumlah ruang kelas SD cukup sampai 2015, dan perlu tambahan 6 | c. Ruang kelas SMP/MTs masih membutuhkan 25 lokal.
lokal untuk SLTP. d. Kualifikasi guru masih jauh hanya mencapai 86,28%,
d. Kualifikasi guru masih jauh dari pemenuhan SPM. sekolah yang memiliki 70% jumlah guru berkualifikasi
e. Kualifikasi kepala sekolah belum memenuhi SPM. S1/D-IV dan hanya 76,47% sekolah yang memiliki
f. Fasilitas-fasilitas pendukung masih terdapat kekurangan. 35% guru yang bersertifikasi pendidik.
g. Buku dan alat peraga masih kurang. e. Fasilitas pendukung seperti ruang laboratorium IPA,
h. Alokasi biaya untuk operasi nonpersonalia di sekolah masih kecil. peralatan praktik, buku teks masih kurang.
i. Alokasi anggaran untuk Alat Tulis Sekolah dan Bahan/Alat Habis | f. Penelitian ini tidak menganalisis kebutuhan biaya
Pakai belum memadai. operasional non personalia.
g. Penelitian ini hanya fokus pada pencapaian indikator
SPM Dikdas SMP/MTs.

2. | Tesis berjudul “Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan | Tesis berjudul “Pencapaian Indiaktor SPM Dikdas
Sekolah Dasar Penerima Dana Bos 2014 Di Kabupaten Ponorogo™ oleh | SMP/MTs di Kabupaten Nunujan”. Hasil penelitian
Subangun (FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo) Tahun 2014. | dengan menggunakan analisis gap menyimpulkan bahwa
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: SMP/MTs di Kabupaten Nunukan belum memenuhi SPM
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. sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo belum memenuhi standar
pelayanan minimal pendidikan dasar.

. Hal ini dibuktikan bahwa SD di Kabupaten Ponorogo yang
memenuhi kelayakan dalam pengelolaan dana BOS tahun 2014
mencapai 83% dan penyediaan sarana dan prasarana mencapai 77%.

. Adapun sekolah dasar yang memenuhi standar pelayanan minimal
pendidikan dasar pada umumnya belum mencapai 100%, terutama
pada penyediaan buku teks SD empat mapel per siswa mencapai
73%; penyediaan peraga IPA dan bahan berupa model mencapai
82%; penyediaan buku pengayaan dan 10 buku referensi mencapai
81%; pelaksanaan jam kerja guru melaksanakan tugas 78%; jumlah
jam pembelajaran per minggu 95%; penerapan kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP) 96%, penyampaian laporan hasil evaluasi
kepada atasan 87%;.

. Adapun jumlah sekolah dasar yang memenuhi standar pelayanan
minimal mencapai 100% adalah penerapan RPP dalam pembelajaran;
pengembangan  program  penilaian; pelaksanaan  supervisi;
penyampaian laporan hasil evaluasi kepada masyarakat dan
penerapan MBS adalah 100%.

Dikdas SMP/MTs. Ini ditunjukkan dengan pencapaian
indikator sbb:

a.

b.
c.

Ketersediaan lembaga sekolah berjarak maksimal 6 km
dari pemukiman permanen mencapai 90,20%
Penelitian ini tidak dikaitkan dengan dana BOS.
Pencapaian SPM SMP/MTs oleh Pemerintah
Kabupaten Nunukan mencapai 36,36%, sedangkan
pencapaian oleh satuan pendidikan sebesar 81,82%.
Kekurangan meliputi indikator ketersediaan ruang
kelas dan jumlah siswa per rombel mencapai 92,27%,
penyediaan ruang laboratorium IPA lengkap dengan
peralatan  praktik  33,33%, ketersediaan  guru
berkualifikasi 86,28%, ketersediaan guru bersertifikasi
pendidik 76,47%, ketersediaan guru yang bersertifikasi
guru Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris yang mencapai masing~-masing 35,29% guru
bersertifikasi pendidik Matematika, 3,92%
bersertifikasi pendidik IPA, 27,45% bersertifikasi
pendidik Bahasa Indonesia, dan 37,25% bersertifikasi
pendidik Bahasa Inggris, kualifikasi kepala sekolah
98,04%, dan sertifikasi dan kualifikasi pengawas
85,71%,penyediaan buku teks yang mencapai 0%, dan
penyediaan buku pengayaan dan buku referensi 50%.
Indikator lainnya sudah mencapai 100% SPM seperti:
Ketersediaan seorang guru untuk setiap mata pelajaran
di setiap sekolah yang mencapai 100%, Kepemilikan
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sertifikasi kepala sekolah mencapai 100%, Perencanaan
dan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan proses
pembelajaran mencapai 100%, Frekwensi kunjungan
setiap pengawas satu kali setiap bulan dan kunjungan
dilakukan selama 3 jam untuk melakukan
supervisi/pembinaan yang mencapai 100%

Hasil penelitian Fitri Intendia dari Fakultas Matematika Dan Ilmu

Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor pada tahun 2012 yang

berjudul “Penentuan Indikator Standar Pelayanan Minimal Mutu Sekolah

Dengan Cart Dan Regresi Logistik”

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh tiga indicator SPM yang

mempengaruhi nilai UN, dengan urutan indikator yang paling

berpengaruh adalah :

a. Ketersediaan minimal 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi,
penyampaian laporan ulangan akhir sekolah oleh Kepala SMP/MTs,

b. Penyampaian hasil evaluasi mata pelajaran oleh guru.

Sedangkan indikator SPM yang mempengaruhi status akreditasi sekolah

ada delapan indikator, dengan urutan indikator yang paling berpengaruh

adalah:

Ketersediaan minimal 200 buku pengayaan dan 20 buku referensi,

Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,

Supervisi Kepala SMP/MTs,

Lama guru tetap bekerja per minggu > 37.5 jam,

Adanya laporan tahunan, penyampaian laporan ulangan kenaikan

kelas oleh Kepala SMP/MTs,

f. lama jam belajar minimal 34 minggu per tahun dan 27 jam per

L e A o

Tesis berjudul “Pencapaian Indiaktor SPM Dikdas
SMP/MTs di Kabupaten Nunujan”. Hasil penelitian
dengan menggunakan analisis gap menyimpulkan bahwa
SMP/MTs di Kabupaten Nunukan belum memenuhi SPM
Dikdas SMP/MTs. Penelitian ini tidak dikaitkan dengan
nilai UN.

a.

Ketidak tercapaian SPM SMP/MTs dikaitkan dengan
status akreditasi dimana dari 51 SMP/MTs 6 sekolah
terkareditasi A, 12 sekolah terakreditasi B, 11 sekolah
terakreditasi C dan sisanya 22 sekolah belum
terakreditasi.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pencapaian indikator
sbb: Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang
sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah
mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan
satu set untuk setiap perserta didik yang mencapai 0%.
Penyediaan buku pengayaan 200 judul dan buku
referensi 20 judul yang mencapai 50%, penyediaan
ruang laboratorium IPA lengkap dengan peralatan
praktik 33,33%,
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minggu,
g. serta komite sekolah berfungsi dengan baik.

4. | Laporan Penelitian Riska Muliawati Permata (Departemen Administrasi
Pendidikan- Fakultas Ilmu Pendidikan-Universitas Pendidikan Indonesia,
(riskamp@gmail.com) pada tahun 2015 yang berjudul “Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Studi Kasus Pada 12
Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya)
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

a. Pencapaian SPM Pendidikan Dasar di 12 Sekolah Dasar Negeri
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ini masih terdapat
beberapa indikator yang belum terpenuhi,

b. Berdasarkan hasil penghitungan data yang didapatkan dari lapangan
di 12 SDN Kecamatan Mangkubumi, bahwa capaian SPM sebesar
70,44%,

c¢. Capaian di gugus IV yang dijadikan sampel sebesar 73,33%.

d. Untuk sekolah dengan capaian SPM terbesar yakni SDN Cibanjaran
dengan capaian sebesar 85,71% dan capaian terendah yakni pada
SDN I Mangkubumi dan SDN I Cipari dengan capaian sebesar
61,90%.

Tesis berjudul “Pencapaian Indiaktor SPM Dikdas
SMP/MTs di Kabupaten Nunujan”. Hasil penelitian

dengan menggunakan analisis gap menyimpulkan bahwa |

SMP/MTs di Kabupaten Nunukan belum memenuhi SPM
Dikdas SMP/MTs. Penelitian ini hanya fokus pada
SMP/MTs yang menghasilkan kesimpulan bahwa:

a. Pencapaian indikator SPM Dikdas SMP/MTs masih
terdapat beberapa indikator yang belum terpenubhi.

b. Perlu adanya peningkatan pada aspek-aspek yang
kurang di setiap sekolah.

c. Berdasarkan penghitungan data yang diperoleh dari 14
SMP/MTs di Kecamatan Nunukan dan Nunukan
selatan, bahwa capaian SPM oleh Satuan Pendidikan
sebesar 81,18%, sedangkan capaian SPM oleh
Pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 36,36%.

Sumber : Penulis
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan gambaran hasil penelitian dan pembahasan, dapat
“disimpulkan bahwa pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs di
Kabupaten Nunukan belum optimal. Masih terdapat kesenjangan (gap) yang
cukup signifikan antara hasil penelitian dengan indikator SPM Pendidikan
Dasar yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM
Pendidikan Dasar baik yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Nunukan
maupun oleh satuan pendidikan sebagai berikut:

1. Pencapaian indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MT's
Indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah
Kabupaten Nunukan yang telah tercapai sebanyak 4 indikator dari 11
indikator atau sebesar 36,36%, sedangkan indikator yang belum tercapai
sebanyak 7 dari 11 indikator atau sebesar 63,64%. Sementara indikator
SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan SMP/MTs yang
telah tercapai sebanyak 9 indikator dari 11 indikator atau sebesar 81,82%,
sedangkan indikator yang belum tercapai sebanyak 2 dari 11 indikator atau
sebesar 18,18%. Secara akumulatif pencapaian indikator SPM/MTs di
Kabupaten Nunukan adalah 13 dari 22 indikator atau sebesar 59,09%.
Dengan demikian masih terdapat kesenjangan 40,91% dari SPM
Pendidikan Dasar SMP MTs yang ditetapkan. Tingkat pencapaian ini juga
ditunjukkan dari status akreditasi sekolah ditetapkan secara nasional. Dari

51 SMP/MTs yang ada, 6 sekolah terkareditasi A, 12 sekolah terakreditasi
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B, 11 sekolah terakreditasi C dan sisanya 22 sekolah belum terakreditasi.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian indikator SPM
Pendidikan Dasar SMP/MTs

Faktor-faktor pendukung pencapaian indikator SPM Pendidikan
Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan antara lain: 1)
Adanya kebijakan rekruitmen tenaga guru honor untuk memenuhi
kebutuhan guru; 2) Adanya kebijakan pengangkatan Kepala sekolah yang
bersertifikasi sebagai pendidik; 3) Adanya standar dan kebijakan internal
yang mengatur frekwensi kunjungan pengawas ke sekolah-sekolah dan
dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut; dan 4) Adanya standar dan
kebijakan internal yang mengatur tentang penyusunan perencanaan
pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran dan petunjuk
pelaksanaannya.

Sedangkan faktor-faktor penghambat pencapaian indikator SPM
Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan antara
lain: 1) Kondisi geografis; 2) Kondisi demografis; 3) Rendahnya
partisipasi masyarakat dalam penataan jumlah ideal rombongan belajar di
setiap sekolah; 4) Adanya miss-persepsi masyarakat tentang sekolah
negeri dan swasta; 5) Adanya kesenjangan sarana dan prasaran antara
sekolah negeri dan swasta; 6) Adanya keterbatasan anggaran dalam
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah; 7) Belum
terpenuhinya kebutuhan SDM guru yang sesuai kualifikasi dan sertifikasi;

8) Belum meratanya penempatan guru di setiap sekolah; dan, 9) Adanya
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pengaruh politis dalam penempatan guru dan pengangkatan kepala sekolah
dan pengawas.

Faktor-faktor pendukung pencapaian indikator SPM Pendidikan
Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan antara lain: 1) Pembagian tugas
mengajar baik guru PNS maupun guru honor oleh Dinas Pendidikan sesuai
kebutuhan mata pelajaran yang diajarkan di setiap sekolah; 2) Dukungan
anggaran yang mencukupi untuk pengadaan buku referensi yang
dibutuhkan setiap sekolah; 3) Adanya standar dan kebijakan yang
mengatur tentang jam kerja guru dan sanksi yang tegas melalui
pemotongan tunjangan dan sertifikasi; 4) Konsistensi dan ketaatan sekolah
dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kegiatan tatap muka,
penerapan KTSP, penerapan RPP, dan pengembangan dan penerapan
program penilaian sesuai standar yang ditetapkan; 5) Ketaatan dan
konsistensi kepala sekolah dalam melakukan supervise kelas sesuai
standar yang ditetapkan; 6) Ketaatan guru dan kepala sekolah sekolah
dalém menyampaikan laporan hasil evaluasi belajar siswa setiap semester,
hasil UAS, UKK, US/UN; 7) Ketaatan dan konsitensi sekolah dalam
melaksanakan MBS.

Sedangkan faktor-faktor penghambat pencapaian indikator SPM
Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan antara lain: 1)
Keterbatasan anggaran dalam memenuhi kelengkapan buku teks yang
memadai untuk peserta didik; dan, 2) Keterbatasan anggaran dalam

memenuhi kebutuhan buku pengayaan yang memadai di setiap sekolah.
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Namun secara umum faktor penyebab belum tercapaianya
indikator SPM pendidikan dasar SMP/MTs di Kabupaten Nunukan antara
laian: 1) SPM belum sepenuhnya dijadikan acuan dan pedoman
pembangunan pendidikan dasar di daerah; 2) Pemanfaatan alokasi anggaran
pendidikan belum sepenuhnya mendukung pencapaian SPM; 3) Pendidikan

Dasar belum menjadi fokus pembangunan di bidang pendidikan di daerah

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah
Kabupaten Nunukan dan Satuvan Pendidikan SMP/MTs di Kabupaten
Nunukan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Saran kepada pemerintah Kabupaten Nunukan

a. Menyediakan pelayanan pendidikan SMP/MTs di daerah-daerah
terpencil melalui pembentukan kelompok-kelompok belajar yang
difilialkan pada sekolah yang ada di ibu kota kecamatan atau melalui
jalur nonformal pendidikan kesetaraan paket B dan homeschooling
(sekolah rumah).

b. Melakukan pemetaan kembali kebutuhan guru dan non guru SMP/MTs
di wilayah Kabupaten Nunukan.

c. Menyusun perencanaan kebutuhan guru dan non guru sesuai dengan
kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk selanjutnya
diusulkan kepada BKDD Kabupaten Nunukan untuk melakukan
rekruitmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan sekolah-

sekolah.
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d. Melakukan pemerataan penempatan guru sesuai kebutuhan setiap
sekolah agar tidak terjadi penumpukan pada sekolah yang satu dan
kekosongan pada sekolah yang lain.

e. Menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan dan
pengadaan sarana dan prasarana sekolah (ruang laoratorium, peralatan
praktik IPA, buku teks, buku pengayaan) baik di sekolah negeri
maupun swasta sesuai dengan jumlah sekolah dan kebutuhan jumlah
rombongan belajar di setiap sekolah yang ditetapkan sesuai prioritas
untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

f. Membuat kebijakan tentang pengangkatan kepala sekolah dan
pengawas yang berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikasi sebagai
pendidik sesuai dengan tuntutan SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs.

g. Melakukan sosialisasi untuk meningkatan partisipasi dan pemahaman
masyarakat dalam penataan jumlah ideal siswa di setiap rombongan
belajar dan tentang mutu pelayanan pendidikan baik sekolah negeri
maupun sekolah swasta kepada masyarakat

h. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja sekolah dan
proses pembelajarannya agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Saran kepada satuan pendidikan SMP/MTs

a. Mengidentifikasi kebutuhan buku teks dan buku pengayaan sesuai
dengan jumlah siswa dan kebutuhan di sekolahnya masing-masing.

b. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan buku teks dan buku pengayaan

dengan mengkomunikasikannya kepada pemerintah daerah dan pusat.
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c. Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat untuk pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai melalui kerjasama

dengan komite sekolah.
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PEDOMAN WAWANCARA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM DIKDAS SMPMTs OLEH KAB. NUNUKAN
Tingkat Ga

No. Pertanyaan Wawancara Jawaban Pencapaian | P

1 | Bagaimanakah ketersediaan satuan pendidikan bagi kelompok
permukiman permanen di setiap daerah terpencil?

2 | Bagaimanakah keadaan peserta didik dan rombongan belajar
dalam kaitannya dengan ketersediaan ruang dan meja kursi bagi
peserta didik dan guru

3 | Bagaimanakah ketersediaan laboratorium IPA  peralatan
praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik?

4 | Bagaimanakah ketersediaan ruang guru, kepala sekolah dan staf
kependidikan lainnya?

5 | Bagaimanakah ketersediaan guru untuk setiap mata pelajaran?

6 | Bagaimanakah kualifikasi dan kompetensi guru?

7 | Bagaimanakah ketersediaan guru terkait dengan kualifikasi dan
kompetensi untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa
Indonesia, dan Bahasa Inggris?

8 | Bagaimanakah kualifikasi dan kompetensi kepala SMP/MTs?

9 ! Bagaimanakah kualifikasi dan kompetensi pengawas
SMP/MTs?

10 | Apakah Pemerintah kabupaten/kota telah memiliki rencana dan
melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan
dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran

_yang efektif?

11 | Bagaimanakah kunjungan pengawas ke satuan pendidikan
SMP/MTs terkait supervisi dan pembinaan?

12 | Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung pencapaian
indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Kabupaten
Nunukan?

13 | Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pencapaian
indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Kabupaten
Nunukan?
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PEDOMAN WAWANCARA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM DIKDAS SMPMTs OLEH SATUAN

PENDIDIKAN

No.

Pertanyaan Wawancara

Jawaban

Tingkat
Pencapaian
(%)

Gap
(%)

Bagaimanakah ketersediaan buku teks yang sudah
ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang mencakup
semua mata pelajaran?

Bagaimanakah ketersediaan buku pengayaan dan buku
rederensi?

Bagaimanakah jam kerja guru per minggu di satuan
pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
membimbing atau melatih peserta didik, dan
melaksanakan tugas tambahan?

Bagaimanakah penyelenggaraan proses pembelajaran per
minggu dan per tahun terkait dengan kegiatan tatap muka?

Bagaimanakah penerapan kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku?

Bagaimanakah  penerapan rencana  pelaksanaan
pembelajaran (RPP)oleh guru?

Bagaimanakah pengembangan dan penerapan program
penilaian oleh guru untuk membantu meningkatkan
kemampuan belajar peserta didik?

Bagaimanakah kegiatan kepala sekolah terkait supervisi
kelas dan memberikan umpan balik kepada guru?

Bagaimanakah penyampaian laporan hasil evaluasi mata
pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik oleh
kepada kepala sekolah pada akhir semester?

10

Bagaimanakah penyampaian laporan hasil ulangan akhir
semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)
serta ujian akhir (US/UN) oleh kepala satuan pendidikan
SMP/MTs kepada orang tua peserta didik dan Dinas
Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama?

11

Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip manajemen
berbasis sekolah (MBS) oleh satuan pendidikan?

12

Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung pencapaian
indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan
Pendidikan anda?

13

Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pencapaian
indikator SPM Pendidikan Dasar SMP/MTs oleh Satuan
Pendidikan anda?
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Lampiran 2: Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

No.

Situasi Sosial Yang Diamati

Hasil Pengamatan

Keadaan Peserta Didik

Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan SDM Pendidik dan Non
Pendidik

Keadaan Kinerja Pelayanan dan
Proses Pembelajaran

Keadaan Lingkungan Eksternal
Sekolah
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Lampiran 3: Pedoman Studi Dokumentasi

PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI

JENIS DOKUMEN

A. Dokumen yang berasal dari Dinas B.
Pendidikan:

Dokumen yang berasal dari
sekolah:

1. | Data mengenai jumlah penduduk Kabupaten | 1.
Nunukan dan komposisinya menurut umur,
jenis kelamin, dan mata pencaharian tahun
2015.

Data mengenai jumlah buku teks
mata pelajaran yang tersedia di
sekolah tahun 2015.

2. | Data mengenai jumlah sekolah SMP/MTs | 2.
baik negeri maupun swasta, jumlah peserta
didik, jumlah peserta didik usia 13-15 tahun,
jumlah rombel tahun 2015.

Data mengenai jumlah buku
pengayaan dan buku referensi yang
tersedia di sekolah tahun 2015.

3. | Data mengenai jumlah kelas, jumlah meja | 3.
dan kursi peserta didik, jumlah buku mapel,
jumlah buku pengayaan, jumlah buku
referensi tahun 2015.

Data mengenai kinerja  guru
perminggu dan aktivitasnya dalam
perencanaan, pelaksanaan, penilaian
hasil pembelajaran serta aktivitas
bimbingan dan latihan bagi peserta
didik.

4. | Data mengenai ruang guru, ruang kepala | 4.
sekolah, ruang laboratorium IPA, meja dan
kursi kepala sekolah dan staf non guru
lainnya, dan perpustakaan sekolah tahun
2015.

Data mengenai penyelenggaraan
proses pembelajaran per minggu dan
per tahun terkait dengan kegiatan
tatap muka.

5. | Data mengenai jumlah guru, jumlah guru| 5.
untuk mata pelajaran, kualifikasi guru dan
sertifikasi kompetensi guru tahun 2015.

Data mengenai penerapan KTSP
sesuai ketentuan yang berlaku.

6. | Data mengenai jumlah kepala sekolah, | 6.
kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah
tahun 2015.

Data mengenai penerapan RPP oleh
guru.

7. | Data mengenai jumlah pengawas, kualifikasi | 7.
dan kompetensi kepala sekolah tahun 2015.

Data mengenai aktivitas
pengembangan  dan  penerapan
program penilaian oleh guru untuk
peningkatan kemampuan  belajar
peserta didik.

8. | Dokumen kebijakan, program, rencana dan | 8.
pelaksanaannya  terkait  pengembangan
kurikulum dan proses pembelajaran yang
efektif yang dibuat oleh pemerintah daerah
tahun 2015.

Data mengenai kegiatan kepala
sekolah terkait supervisi kelas dan
umpan balik kepada guru.

9. | Data mengenai laporan aktivitas supervisi| 9.
dan pembinaan yang dilakukan oleh
pengawas sekolah tahun 2015.

Data mengenai laporan hasil evaluasi
mapel dan hasil penilaian peserta
didik, hasil UAS/UKK/US/UN dan
kegiatan penerapan MBS ol¢h
sekolah.
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Lampiran 7: Surat Izin Penelitian

| o

>"‘ Wv:&mmwm
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIR

JL Komplcks Rinunawa RT 05 Nasskan Selatan ~ Kab. Nunskea, Kalimastsn Utars (77482)
Telp/fuks.

(®336) 28

a. Dasar 1. Peraturan Mentaxi Dalam Nagerl Republik indonesia Nomor 64
Tahun 2011. tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi
Penelian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturen Menteri
MWWMM7TMW14W
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negerd Repubilik
\ndonesia Nomor 64 Tatwm 2011 tentang Pedoman Penetbitan
Rekomendasi Pensiitian ;
zmmmmssmmzm
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi den Uralen Tugas Badan
. Kmauwmmmmmm.
mewhaﬁhn mmmmwmmm
Samarinda  Universitas  Terbuka Nomor
wmmiewammtewm

fin )
WMWWWWWWWAMW-

memberikan rekomendas! kepada :

a. Nama : WISADI

b. Nomor induk Kependuduicen :  640502023740001

¢. Alamat ¢ . Perum Griya Sejahtera Permai Biok A2/17 RT.
001 Kel Nunukan Selatan Kecamaten Nunukan
Selstan

d. Pekerjaan : PNS

e. Nama Lambage/Penanggung

Jawab : Unit Progrem Belajer Jersk Jesuh (UPBJJ-UT)
Samarinda Univeraitas Terbuka

{. Alamat Lembaga/Penanggung .

Jawab : J. Antasari Bayu Sel Sombilan Kel Selison
Kecamatan Nunukan Selatan

untuk 1 1. Melakukan kegisten peneltian/surveylriset dengan judul
indiiator Standar Pelayanan Winimal (SPW)

“Pencapaioan

Pendidixan Dasar SMPITS di Kabupaten Nunukan.”

2. Lokasi Penoiitian  : Kabupaten Nunuvkan -

3. Masa Penciitian : 118 (serstus delapan belas) har terhitung

1. Sebelum melakukan pensiitian/surveyiriset, walib melaporkan kedatangan
kepada instansi %orkalt danfatau CamatilurahbiKepala Desa lohy:l

penelitanfsurveyfriset ;
zmmmm&mmbnmmm
ada kaltantiys dengan judul pensittianisurveyfriset dimakeud ;

-~
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. 3. Wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundangan yany beriaku, serta
sstempat ;

ssnantiasa mengindahkan norma/aturan adat istiadat

4. Setslah selesal penelitianisurveyiriset dilaksanakan, diminta untuk
menyampaitkan Laporan Hasil Penelitian/Survey/Riset kepada Bupat
Nunukan c.q. Ka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan ;

§. Rekomendasl Penelitian inl berlaku selama masa penelitianisurvey/risst ;

smmmmmmimnmmwmmm
pelaksansan penelitian/surveyfriset beium selesal dlhkumhn maka

Penefitian inl dapat diperpanjang Pemegang

Rekomendas! inl mohpor kembali kepada Bupati Numthn ¢.qg. Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Klblapahnﬂunummmnmn
tertulls bahwa penelitian/surveyiriset belum selesal pada waktunys ; dan

7. Rekomendas! Penslitian akan dicabut dan dinyatakan tidek berlaku, apabita
umnm Rekomendasi inl tidak mentaati/mengindahkan ketentuan yang

Demikian rekomendasi ini  dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimanamestinya.
Dikeluarkan di Nunukan
tanggal 7 April 2018
Tembusan :
1. Yth. Bupatl Nunuken
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